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ABSTRAK

Nama . Anastasia Marisa R Hutabarat
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul . Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Koknhaport

tanpa Izin Edar Dari Badan POM Ditinjau Dari Hukum
Perlindungan Konsumen di Indonesia

Kehidupan moderen masyarakat saat ini tidak hangaumtut mobilitas yang

tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keaiéhn terhadap penampilan.
Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampilmema dimanfaatkan oleh
sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkaretiosmpor yang tidak

memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga &mpahwa produk yang
ditawarkan memiliki harga yang lebih murah dibagéen kosmetik yang

memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukosmetik diatur dalam
Keputusan kepala Badan POM tentang Pengawasan &anasosmetik. Dalam

penelitian ini digunakan metode penelitian hukunrnmetif yaitu penelitian

terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan mera@un studi kepustakaan
dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahuf9 1%entang

Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan sekaphi®gt mengenai kosmetik
impor. Namun demikian ketentuan Pasal 8 ayat (Iufhe Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumgatddigunakan untuk
menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhamd@ku usaha yang
memperdagangkan produk kosmetik tanpa memliki &édar. Agar kepentingan
konsumen dapat terlindungi secara sempurna olerabsalu diperlukan

pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam \gadadang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor

Kata Kunci:
Keputusan Kepala Badan POM, Perlindungan KonsudemKosmetik Impor
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ABSTRACT

Name : Anastasia Marisa R Hutabarat
Study Program : Law Science
Title . Consumer protectagainst import cosmetic without

authorization of the NA-DFC in the terms of consume
protection law in Indonesia.

In modern life today’s, societies required not ohigh mobility but also the value
of beauty and appearance. Human desire to be peée®gecially woman have
been exploited by a group of business actors watthet in imported cosmetics that
did not have the authorization to the public, sdabk like their product cheaper
than the others one. The regulations about cosnmepiort arranged in the Decree
of Head of National Agency of Drug and Food ContbRI. In this research, it
used the normative law research that is a reseafrefritten law which based
research on literature and interviews. The act Bloof 1999 on Consumer
Protection there is no explicit regulation of thmeport cosmetic. However, the
provisions of Article 8 paragraph (1) of the act.Ndof 1999 on Consumer
Protection can be used to deceive or give legatemmences to businesses that
sell import cosmetic without authorization. In orde protect consumers' interests
perfectly, it is necessary to arrange specificalg explicitly in the Law No. 8 of
1999 on Consumer Protection regarding import cosmet

Key words:
Decree of Head of National Agency of Drug and F@uhtrol of RI, Consumer
Protection, Import Cosmetic
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yaegpurna.
Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempudasusnya kaum wanita
juga merupakan suatu hal yang wajar. Selain itudkglan moderen masyarakat
saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tindgiapi juga nilai-nilai
kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Umielkcapai tujuannya itu
banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya upéngi ke salon, Klinik-
klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan ketgruntuk memoles wajah
agar terlihat cantik.

Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berjage kosmetik
beredar di pasaran dengan berbagai kegunaan dbagae merk juga. Produk-
produk kosmetik yang merupakan hasil dari perkemgaanndustri obat-obatan,
saat ini sudah merambah menjadi salah satu kebupdleok masyarakat seiring
dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Pelsddua ubaik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri berlomba-lomba masitfan berbagai macam
produk kecantikan dengan berbagai macam kegunagh nbasyarakat untuk
meraup konsumen sebanyak-banyaknya. Kondisi ini apasatu sisi
menguntungkan bagi konsumen karena kebutuhan adsmétiknya terpenuhi,
dan dengan beraneka jenis merek kosmetik yang astaberikan konsumen
kebebasan memilih aneka jenis dan kualitas prodiskias dengan kebutuhan,
keinginan dan kemampuan finansial konsumen ituigend

Namun, pada sisi yang lain, hal ini mengakibatkadudukan yang tidak
seimbang, konsumen berada di pihak yang lemah. uoes menjadi objek
aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebga tanpa memperhatikan
hak-hak konsumen, salah satunya dengan menjual étibsrdari luar negeri
dengan harga murah untuk menarik konsumen, hingggak kosmetik beredar
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tidak dengan penjelasan yang jelas tentang prasigkliut dan bahan-bahan yang
terkandung di dalamnya.

Keinginan untuk selalu tampil cantik, sempurna ohategala kesempatan
dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yand tlErtanggung jawab
dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosyaeiiktidak memenuhi
persyaratan kepada masyarakat. Sasaran utamanigh awlasyarakat golongan
ekonomi menengah, para pekerja kantoran yang meyapyenghasilan tidak
begitu besar tapi dituntut tampil rapi sempurna.rédda akan mudah sekali
tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan hargag murah namun sudah
akrab di telinga mereka. Keinginan untuk selalu girsempurna juga gengsi
akan memakai produk lokal ataupun bukan dari mekgyterkenal dan mahal
membuat mereka mencari jalan alternatif dengan reémtroduk tersebut
walaupun mungkin tidak memenuhi persyaratan. Cony@aladalah merek MAC,
Skin Care, Etude, danThe Face Shop yang dijuaradmzbas namun tidak ada
Nomor Badan POM.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaragat ini dilihat
semakin menghawatirkan. Produk-produk kosmetik yadg di pasar Indonesia
saat ini banyak yang berasal dari produk impor yhdgk terdaftar dan tidak
mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalammyaduR-produk ini mudah
untuk didapatkan, di mal-mal ataupun dari penjualdernet yang semakin
mempermudah untuk mendapatkannya. Produk yangl digrgjan nama merek-
merek terkenal yang dijual dengan harga mahalrbgabeli di toko resmi dan
terdapat nomor Badan POM, maka bila membeli d&mw ticdak resmi ini bisa
membeli sampai setengah harga saja. Dengan hangeén man tertulis buatan dari
luar negeri maka para konsumen dapat percaya baheduk tersebut aman
karena asli langsung diimpor dari negara merelebernsberasal.

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk asarkan produk
mereka, salah contohnya adalah dengan mencantubdtama produk tersebut
buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indiendsdak adanya nomor dari
Badan POM membuat harga produk lebih murah bukaenkaproduk tersebut
palsu. Beberapa perbedaan dari kosmetik resmnsatizinya tidak adanya Nomor

Badan POM adalah tidak adanya label terjemahannbbbku kosmetik dalam
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Bahasa Indonesia, tidak adanya tanggal kadaluaoshulp dan untuk beberapa
kosmetik tidak disegel.

Para pelaku usaha vyang dimaksudkan dalam Undangrdnd
Perlindungan Konsumen ialah setiap orang persearaatau badan usaha baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hylmg didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildywsum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melajpgrjanjian
menyelnggarakan kegiatan usaha dalam berbagai gidgtonomi. Dapat
disimpulkan bahwa tidak hanya dibatasi pabrikaa samun juga bagi distributor
(dan jaringannya), serta termasuk para impbrffelaku usaha yang menjadi
bahasan dalam skripsi ini adalah pelaku usaha yargimpor dan menjadi agen
distributor, yaitu yang menjual produk kosmetik gartidak memenuhi
persyaratan yang biasanya beroperasi di mal-maliaternet.

Di antara beragamnya kosmetik yang tidak memepabsyaratan yang
beredar di pasaran bebas, penulis memfokuskankmstaetik merek luar negeri
yang mencantumkan buatan dari luar negeri, diimiamgsung ke Indonesia dan
yang disegel maupun tidak disegel namun keduanyaatdNomor Badan POM
yang mana merupakan syarat mutlak legalitas kokmetpor. Tidak adanya
Nomor Badan POM tersebut tentu saja akan merugieaa konsumen karena
karena jika konsumen mendapatkan masalah akibadkssam obat tersebut tidak
dapat meminta pertanggung jawaban dari pelaku usetugoun importir produk
tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang No0.8 Tahun 1999 tentargnéungan
Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UUPKInskmen memiliki
sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasab#tatianya hak konsumen atas
kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengksingarang dan/atau
jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab em#m kewajibannya

dengan memberikan informasi yang benar, jelas dgm mengenai kondisi dan

! Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentangipeédngan Konsumen (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal.12.
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jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta méaabgrenjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, makalip menganggap
hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap penggardan peredaran produk
kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan mieaagikonsumen serta
pelaku usaha lainnya. Selain itu juga akan membpbesnan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disingkat ssb&gdan POM) untuk
mengawasi dan menindak segala bentuk penyimpangdradiap peredaran
kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan ini.

Oleh karena itu, untuk meneliti permasalahan inkanpenulis membuat
skripsi yang berjudul: Perlindungan Konsumen Teapad’roduk Kosmetik
Import Tanpa Izin Edar Badan POM Ditinjau dari HokuPerlindungan

Konsumen di Indonesia

1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ikburadiatas, maka
terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibghis;
1. Peraturan-peraturan apa yang mengatur perlindurkgeasumen terhadap
produk kosmetik impor?
2. Pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang dilakulenp®laku usaha yang
menjual kosmetik impor tanpa memiliki izin edariddadan POM?
3. Pelaku usaha mana yang dapat diminta pertangguva@n terkait dengan

peredaran kosmetik impor tanpa memiliki izin edan @adan POM?

1.3  Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui peraturan apa saja mengatur gargan terhadap
konsumen yang menggunakan kosmetik import.

2. Untuk mengetahui peraturan-peraturan mana yanl tglanggar oleh pelaku

usaha yang menjual kosmetik impor tanpa memliki edar dari Badan POM.

Z Indonesia (a), undang-undang Nomor 8 Tahun 1998ahg Perlindungan konsumen,
LN No.42 tahun 1999, TLN No. 3821, pasal 7 huruf b.
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3. Untuk mengetahui pelaku usaha mana yang dapat t@impertanggung
jawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap paratyang mengatur

peredaran produk kosmetik oleh pelaku usaha sehimggugikan konsumen.

1.4  Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operational ini adalah untolempermudah
pemahaman terhadap istilah-istilah yang akan dipeigan. Jika dikaitkan
dengan penulisan ini, maka definisinya adalah mesigeerlindungan konsumen
kosmetik yang tidak memiliki ijin POM. Dijelaskaneberapa istilah sebagai
berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yangaminjadanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadakmer.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai baarang sanygng tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri seridtuarga, orang lain

maupun makhluk hidup sendiri dan tidak untuk peatiagn’

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangabaatan usaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum didirgkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildyakum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasaelalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaigbekenomr,

4. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud nmatigak berwujud,

baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dapatbtskan maupun

% |bid., Pasal 1 angka 1.
* Ibid., Pasal 1 angka 2.

® |bid., Pasal 1 angka 3.
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tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdgigam dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsufnen.

5. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebanluaformasi suatu

barang dan/ atau jasa yang akan dan sedang dipegian’

6. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang akemddaerah

pabearf

7. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakdahatembaga
pemerintah terdaftar dan diakui oleh pemerintah gyanempunyai

kegiatan menangani perlindungan konsurhen.

8. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelsia dan

konsument®

9. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badag gibentuk

untuk membantu upaya pengembangan perlindungam ks’

10. Kosmetik adalah sediaan ataupun bahan yang siaf aiigunakan pada
bagian luar tubuh (epidermis, rambut, kuku, bildign organ kelamin
bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membésarity menambah daya

tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tdtdgm keadaan

® |bid., Pasal 1 angka 4.
" Ibid., Pasal 1 angka 6.
8 |bid., Pasal 1 angka 7.
° |bid., Pasal 1 angka 9.
%1bid., Pasal 1 angka 11.

" bid., Pasal 1 angka 12.
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baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksut mengobati atau
menyembuhkan suatu penyakit.

11.1zin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaramétis yang diberikan

oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wildpaonesia:®

12.Kosmetik Impor adalah kosmetik yang dibuat olehustd di luar negeri

yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indon¥sia.

13.Pemasukkan kosmetik adalah importasi kosmetik mietadgkutan darat,

laut dan atau udara ke dalam wilayah Indonsia.

14.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas ObatMid@nan
Republik Indonesid®

15.Kosmetik lisensi adalah kosmetik yang diproduksmdayah Indonesia
atas dasar penunjukan atau persetujuan tertuligpdark induk di negara

asalnya.

16.Kosmetik kontrak adalah kosmetik yang produksinjimngahkan kepada

produsen lain berdasarkan kontrak.

12 peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makaepnblik Indonesia (a) No.
HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik, Tanggdtréaruari 2008. Pasal 1 angkal.

13 peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makasubkk Indonesia (b) No. HK.
00. 05. 42. 2995 Tentang pengawasan Pemasukan Kkstaeggal 10 Juni 2008. Pasal 1 angka
1.

%bid., Pasal 1 angka 2.

'3 bid., Pasal 1 angka 3.

'8 bid., Pasal 1 angka 4.

Perlindungan konsumen ..., Anastasia Marisa R Hutabarat, FH Ul, 2011  Universitas Indonesia



15 Metode Pendlitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitiaguridis normatit”.
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yangengkaji kaitan antara
permasalahan yang diangkat dengan norma-norma daamturan-perundangan
seperti Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentarippé@ngan Konsemen, dan
regulasi lainnya yang mengatur peran Badan POM ndaRerlindungan
Konsumen seperti Keputusan Presiden Nomor 103 taB0fl1 tentang
Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, dan TataaKlegmbaga Pemerintah
Non Departemen. Studi ini akan menganalisis obyednefitian dengan
menggunakan data sekunder, yaitu data yang difedsa hasil penelitian dan
kajian bahan-bahan pustaka. Sebagai suatu pendiiikum, data sekunder yang
dipergunakan yaitu:

a. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum mEmndang-
undangan yang mengikat serta berkaitan dengan ipa@nehi, seperti
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Und&egehatan,
Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan, Kepui8adan POM dan
peraturan lainnya yang berhubungan dengan pemeiiiia

b. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-ligeraertulis yang
berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ink barbentuk buku-
buku, makalah-makalah, laporan penelitian, surabakadan lain
sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penpelasagenai bahan
hukum tersier maupun sekunder berupa kamus, epsitia, dan

sebagainyd®

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukumkaft® Penerbit Universitas
Indonesia, 2007), hal. 51.

18 Sri Mamudji dkk., Metode Penelitian dan Penulisarkum, (jakaarta: Badan Penerbit
Fakaultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 2¢l.
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16 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dilakukaenorut bab dan sub
bab. Untuk selanjutnya skripsi ini akan dibagi lkdadh lima bab sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisikan latar belgkanasalah,
pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi rapenal, metodologi
penelitian, dan sistematika penelitian
Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum Hukum Bergan
Konsumen di Indonesia, Hukum Perlindungan Konsumemurut UUPK dan
bagaimana penerapan UUPK di Indonesia
Bab ketiga, akan membahas mengenai tinjauan umum produk kisrmdan
pengaturannya serta fungsi pengawasan Badan POkUOeg peredaran kosmetik
di Indonesia.
Bab keempat, akan membahas dan menguraikan tentang kasus pessslaran
kosmetik impor. Juga akan dibahas mengenai berdokik pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan pexredeosmetik impor yang
tidak memiliki Nomor Badan POM serta pelaku usahagyakan bertanggung
jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap hakbakumen.
Bab kelima, berisi bab penutup yang terdiri dari sub babrkesian dari skrispsi

ini dan saran yang dapat diberikan.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
INDONESIA

2.1  Definisi Perlindungan Konsumen

Dalam ketetapan MPR tahun 1993 terdapat arahanenangerlindungan
konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen kdarsumen. Berdasarkan
arahan tersebut maka terdapat dua hal yang peridapat perhatian yaitu adanya
kelompok masyarakt produsen serta kelompok masgbradnsumen, dimana
kepentingan masing-masing kelompok perlu untukdilngi*® Arahan ketetapan
MPR tersebut terdapat pengertian mengenai hukurauknen yaitu keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubwagamasalah penyediaan
dan penggunaan produk (barang dan/jasa) antaraegi@nglan penggunanya,
dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bakradungan Konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepdstiarm untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum umielkndungi konsumen
yang diperkuat oleh UUPK memberi harapan agar petaku usaha tidak lagi
bertindak sewenang-wenang sehingga dapat merudiednhhak konsumen.
Selain itu dengan adanya UUPK dan peraturan pengadadangan yang
mengatur tentang perlindungan konsumen maka konsumemiliki pososo

berimbang.

2.2  Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas ddehiaidah yang

mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan peEygu produk

(barangl/jasa) antara penyedia dan penggunanya dehidupan masyarakat.

sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakgmarb&husus hukum

19 Az Nasution (a), Hukum Perlindungan Konsumen S&angantar , (Jakarta: Diadit Media,
2006), hal. 34

2 bid., hal. 37

L Az. Nasution (a), op. cit., hal. 37
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konsumen yaitu keseluruhan asas-asasdan kaidafihkaidng mengatur dan
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah edeaan produk
(barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggandalam kehidupan
bermasyarakét

Pada era reformasi, masa pemerintahan PresidenaBibikl, tanggal 20
Aril 1999, RUUPK diresmikan menjadi UUPK. Rasio wilangkannya UUPK
adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar kwrsuerhadap pelaku
saha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap daju bertanggung jawab
dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan dteritkatityBK mengakibatkan
ttetap digunakannya hukum umum dalam mengatasi lamasperlindungan
konsumen yang dalam pelaksanaannya juga perlujaigiengan hukum umum
disamping hukum perlindungan konsumen.

Dalam penjelasan UUPK, disebutkan bahwa keduduk&if?KJ adalah
dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat leageqntahan dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk kolga upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan p&adidionsumen. UUPK
merupakan “payung”’ yang mengintegrasikan dan mekopér penegakkan
hukum perlindungan konsumen. Penjelasan UUPK jugamiperikan dasar
terbukanya kemungkinan pembentukan undang-undamg yeng bermaksud
untuk melindungi konsumen.

Keberadaan UUPK pada dasarnya bukan merupakandanaakhir dari
hukum yang mengatur tentang perlindungan konsuntessal 64 UUPK
menyebutkan bahwa:

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yabegrtujuan

melindungi konsumen yang telah ada pada saat ungdzaeng ini

diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjangk tidiatur secara
khusus dan atau tidak benrtentangan dengan ketemtalam undang-

undang ini.

Ketentuan ini dimaksudkan gar tidak terjasi kekmgm hukum di bidang
perlindugan konsumen. Peraturan perundang-undalayjamya yang mengatur

22 bid.
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tentang perlindungan konsumen sebelum diundangkatiyPK tetap berlaku
sepanjang tidak diatur secara khusus atau tidda&riiangan dengan UUPK.

2.3  Asasdan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesiaaigat beberapa
asas dan tujuan guna memberikan arahan dalam iraptasinya. Dengan adanya
asas dan tujuuan yang jelas, Hukum Perlindungansimen memiliki dasr

pijakan yang kuat.

2.3.1 AsasPerlindungan Konsumen
Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuangiundang,
biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yangdasari diterbitkannya
undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan fosdatu undang-undang
dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas migegkan, maka runtuhlah
bangunan undang-undang itu dan segenap peraturdaks@eaannya.
Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagiaitoe
"...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkig&lainkan
merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, rmg@upakan latar
belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam didmelakang setiap
sistem sistem hukum yang terjelma dalam peratueamnpolang-undangan
dan putusan hakim yang merupakan hukum positifddgrat ditemukan
dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umui@lam peraturan
konkrit tersebut.®
Berdasarkan Pasal 2 UUPK, terdapat lima asas garigan konsumen yaitu:
a. Asas manfaat
Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwalessegemya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus mekabermanfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dakupekaha secara

keseluruhan

2 yusuf Shofie (a)Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi 1, (Jakarta :
Ghalia Indonesia, 2002), him. 25.

Perlindungan konsumen ..., Anastasia Marisa R Hutabarat, FH Ul, 2011  Universitas Indonesia



13

b. Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh raldapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepadarken dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakanjilbawaya secara
adil.

c. Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbaigdara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam eaaterith ataupun
spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan d&eamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, gemaklan
pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsuaosd@unakan.

e. Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha malgpuasumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggapaaindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal terseiiat, diperhatikan

substansinya, maka dapat dibagi menjadi tiga gsés;

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asasm&ean dan
keselamatan konsumen;
Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas kdsangan; dan

3.  Asas kepastian hukuff.

2.3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang sangat rentan w@phpdrilaku yang
merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehikggsumen perlu mendapat
perlindungan. Dengan adanya perlindungan konsunaka miharapkan tindakan

sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsulaeat ditiadakan.

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yoddiukum Perlindungan Konsumerfjakarta : PT.
Rajagrafindo Persada, 2000), him. 26.

Perlindungan konsumen ..., Anastasia Marisa R Hutabarat, FH Ul, 2011  Universitas Indonesia



14

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari perlindundamsumen, dimuat dalam
Pasal 3 UUPK, yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandioasumen
untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian @adam/atau
jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan @ konsumen dalam  memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai komsume

d. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandungrkepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses unteRdapatkan
informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peyding
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yamg jdan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang jaman
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasseh&tan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsiiinen.

24  Berbagai Pengertian Dasar Dalam Hukum Perlindungan Konsummen
Dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang diatur UUtKdapat

beberapa pengertian dasar antara lain pengertinsukten, pelaku usaha, dan

mengenai barang dan jasa. Berikut dijabarkan satnsafu pengertian yang

terdapat dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

24.1 Konsumen
Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan ipgntalam
transaksi penjualan barang dan/atau jasa. Pelalahauslalam melakukan

produksi, pendistribusian maupun pemasaran suanugrbarang dan/atau jasa,

% Indonesia (a), UUPKgp.cit, Pasal 3.
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mempunyai suatu sasaran yaitu agar dapat mendualk lonsumen supaya mau
membeli produk yang ditawarkannya.

Sekalipun pada umumnya masyarakat Indonesia sudshahami siapa
yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum pdsitdnesia sampai tanggal
20 April 1999 belum mengenalnya, baik hukum posfifarisan” dari masa
penjajahan yang masih berlaku berdasarkan AturaaliPan Pasal Il Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194&ipon peraturan
perundang-undangan baru hasil karya bangsa Ingofiesi

Istilah “Konsumen” merupakan suatu istilah yancakicasing dan telah
memasyarakat. Banyak literatur yang mencoba untekdefinisikan istilah ini.
Istilah “konsumen” berasal dari ka@onsumeratau consument yang secara
harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakiau menggunakan;
pemakai atau pembutuf”"Az. Nasution, SH juga mengemukakan itu beberapa
batasan mengenai konsumen, yaitu :

a. Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yaegdapatkan
barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapbgtang dan/atau
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat baesmaglgin atau untuk
diperdagangkan (tujuan komersial);

c. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang npaikdan dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan mérndéebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga ti@ak untuk
diperdagangkan kembali (nonkomersfAl).

Unsur memperoleh/mendapatkan digunakan dalam Ipatesakarena
perolehan barang atau jasa itu oleh konsumen sdgkkarena hubungan hukum
jual-beli, sewa menyewa, pinjam-pakai, jasa angkuyparbankan, konstruksi
asuransi dan sebagainya, tetapi dapat juga pemb&urimbangan, hadiah-hadiah

% Az. Nasution (a)op.cit, him. 36.

2" N.H.T. SiahaanHukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung JawaldikoCet. 1,
(Bogor : Grafika Mardi Yuana, 2005), him. 23.

8 Az. Nasution (a)pp.cit, him. 29.
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baik berkaitan dengan hubungan komersial (pemasgranmosi barang/jasa
tertentu) maupun dalam hubungan lain-lainfiya.

UUPK juga memberikan pengertian mengenai konsursebhagaimana
yang termuat pada Pasal 1 angka (2) dan PenjelgsaiRasal 1 angka (2) UUPK
menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dam jasa yang
tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan stemdiri, keluarga,
orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak kntu

diperdagangkan®®
Di samping itu penjelasan Pasal 1 angka (2) mekgathahwa:

“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah kansn akhir dan
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna menanfaat
akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen aw@i@aah konsumen
yang menggunakan suatu produk sebagai bagian datu sproses
produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumiaiam Undang-

Undang Perlindungan ini adalah konsumen akHir.”

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih lulas dibandingkan
dengan 2 (dua) rancangan undang-undang perlinddf@zsumen lainnya, yaitu
pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindurigasumen yang
diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesigy ynenentukan bahwa:

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yangdiarsdalam
masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau &gjanya atau orang
lain yang tidak untuk diperdagangkan kemb&i.”

#Ibid., him. 8.

% Indonesia (a), UUPKgp.cit, Pasal 1 angka (2)

%1 |bid., Penjelasan Pasal 1 angka (2)

%2 Ahmadi Miru dan Sutarman YodotHukum Perlindungan Konsumerfjakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2007), him. 5, mengutip Yagiasan Lembaga Konsumd®erlindungan
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Sedangkan yang kedua, dalam naskah final RancaWdademik
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yasgsdn oleh Fakultas
Hukum Universitas Indonesia bekerja sama denganamBaBenelitian dan
Pengembangan Perdagangan Departemen PerdagangaenBhtukan bahwa,
konsumen adalah setiap orang atau keluarga yanglapatkan barang untuk
dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

UUPK tidak mengakui badan hukum (seperti yayasan plarseroan
terbatas) sebagai konsumin. Menurut Yusuf Shofie, alasan yang
melatarbelakangi badan hukum tidak diakui sebagaisémen dalam UUPK
adalah dikarenakan jika badan hukum diakui seb&gasumen maka esensi
perlindungan hukum yang diberikan UUPK menjadi kaBtPerlindungan hukum
yang diberikan oleh UUPK hanya bagi individu kongmnakhir bukan konsumen

antara (pelaku usaha yang berbentuk badan hukum).

2.4.2 Pedaku usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis idtilah produsef

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskana&baisus dalam UUPK vyaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangarbatkn usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukamg
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatalam wilayah

hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupersama-sama

Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran ngntRancangan Undang-Undang
Perlindungan KonsumefJakarta: Yayasan Lembaga Konsumen, 1981), him. 2.

¥bid., him. 6, mengutip dari Universitas Indonesia dan d#gmen Perdagangan,
Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan Kmesiakarta, 1992, Pasal 1 huruf a.

3% Annisa Dita MuliasariAnalisa yuridis terhadap perlindungan konsumen jasanan short
message service (sms) ditinjau UU_8 198%pok : FHUI, 2009), him. 18.

% Yusuf Shofie (b)Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK; TeoriPenegakan
Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), him..13

®N.H.T. SiahaanHukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung JawaldukoCet. 1,
(Bogor : Grafika Mardi Yuana, 2005), him. 24.
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melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan udadwdagai usaha

berbagai bidang ekonomi?””

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasatirl 3 UUPK ini,
mempunyai cakupan yang luas karena meliputi pemjt@dir, leveransir sampai
pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usatsabut, tidaklah
mencangkup eksportir atau pelaku usaha di luarrhdgeena UUPK membatasi
orang perseorangan atau badan usaha, baik yangnbgttbadan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudulan melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum Negara Republik IndonéSia.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersstaut memudahkan
konsumen korban menuntut ganti kerugian. Konsumemg ydirugikan akibat
penggunaan produk, tidak kesulitan dalam menemdegada siapa tuntutan

akan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digftig

Sementara l|katan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISE&ngalompokan

pelaku usaha menjadi:

a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuknbiegai berbagai
kepentingan;

b.  Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memigioldarang dan atau

jasa dari barang-barang dan atau jasa-jasa lain;

c.  Distributor, vyaitu pelaku usaha yang mendistribasik atau
memperdagangkan barang dan atau jasa tersebutakey@myarakat, seperti

pedagang kaki lima, warung, supermarket, usahautagf

3" Indonesia (a)pp.cit, Pasal 1 angka 3.

% Ahmadi Miru dan Sutarman Yodop.cit.,him. 9.

% Susanti Adi Nugrohd?roses Penyelesaian Sengketa Konsumen DitinjauHigaim Acara
serta Kendala Implementasiny@dakarta: Kencana, 2008), him. 67-68.

40 Az Nasution (b),Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singk&tNomor 8
Tahun 1999www.pemantauperadilan.coiakses pada 2 Oktober 2010.
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25 Hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha

Seringnya terjadi pelanggaran terhadap masalaimgengan konsumen
dan UUPK dikarenakan salah satunya adalah ketidalta konsumen maupun
pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban merekaaupiath dalam UUPK hal
itu diatur, tetapi kenyataannya tidak sedikit ora@ag belum pernah membaca
UUPK ataupun belum mengetahui tentang keberadaanUd#PK itu sendiri.
Maka dari itu penting sekali bagi konsumen dan lpelasaha untuk mengetahui
hak dan kewajiban mereka dalam kegiatan ekonong yilakukannya. Berikut
ini adalah hak dan kewajiban masing-masing pihakgysangat terkait dengan

hukum perlindungan konsumen.
25.1 Hak dan Kewajiban Konsumen

Baik konsumen maupun pelaku usaha, memiliki hak ldamajiban yang
harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh mereka. térjadi pelanggaran akan
hak-hak konsumen atau konsumen mengalami keruglzagai akibat dari pelaku
usaha yang tidak melaksanakan apa yang menjadiikewaya, maka konsumen
dapat menuntut pelaku usaha tersebut untuk bemagggawab. Sebaliknya,
konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha untutarmgung jawab jika

konsumen tidak melaksanakan apa yang menjadi Keavajya.

Secara umum, terdapat empat hak dasar konsumennyangacu pada
President Kennedy’'s 1962 Consumer’s Bill of Rigl& empat hak tersebut yaitu:
1. Hak untuk memperoleh keamanaine(right to safety
2 Hak untuk mendapat informagh¢ right to be informed
3. Hak untuk memilinthe right to choose
4.  Hak untuk didengatrtie right to be hearnd™

Empat hak dasar yang dikemukan oleh John F. Kenrtedsebut
merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Mianyasng dicanangkan oleh

PBB.*? Selain dari empat hak dasar yang dikemukakanadi, atalam literature

4! Sidharta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonegi#akarta : PT. Grasindo, 2000), him.
16.

42 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudop.cit., him. 39.
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hukum terkadang hak-hak dasar tersebut digandenggade hak untuk

mendapatkan lingkungan hidup yang bersih sehinggan&-limanya disebut

dengan “Panca Hak Konsumeli”. Dalam perkembangannya, Organisasi

Konsumen Seduniadnternational Organization of Consumers Union — 1QC

menambahkan beberapa hak konsumen lainnya, ydtmbmperoleh kebutuhan

hidup, hak memperoleh ganti rugi, hak memperoleidjgikan konsumen, dan
hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih daatseh
Dalam rancangan akademik UUPK yang dikeluarkan FakuHukum

Univesitas Indonesia dan Departemen Perdagang&emdkakan enam hak

konsumen, yaitu enam hak dasar yang disebut pertditzanbah dengan hak

untuk mendapatkan barang dan atau jasa sesual rdemi@ tukar yang
diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaium yang patdt
Hak dan kewajiban dari konsumen diatur dalam ketentPasal 4 dan

Pasal 5 UUPK. Pasal 4 UUPK menetapkan bahwa konsum@miliki hak-hak

sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan daagkonsumsi
barang dan atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mextkiap barang dan atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan korsd#igia jaminan yang
dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mreeag kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya ateenpadan atau jasa
yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, daayal penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bersar gjur serta tidak
diskriminatif;

g. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsume

43 Munir Fuady,Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Biabal, (Bandung :
PT. Citra Aditya Bakti, 2005), him. 228.

4 bid., him. 40.
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dawu gienggantian
apabila barang dan atau jasa yang diterima tidalaselengan perjanjian
atau sebagaimana mestinya; dan

I Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pemgrundangan

lainnya.

Selain hak, tentunya konsumen juga memiliki kevaajiiewajiban yang
harus dipenuhi. Pasal 5 UUPK menetapkan empat Kewakonsumen sebagai
berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pfas@emakaian atau
pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keaman&eskelamatan;

b.  Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembdb@arang dan atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepattari;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pentigdn konsumen
secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikttnje informasi
dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barargjalajasa demi keselamatan
dan keselamatan merupakan hal penting yang peaturdikarena sering pelaku
usaha telah menyampaikan peringatan secara jelds @aatu produk, tetapi
konsumen tidak membaca peringatan secara yang dedampaikan kepadanya.
Dengan pengaturan kewajiban ini maka memberikarsédarensi pelaku usaha
tidak bertanggung jawab apabila konsumen yang bgkséian menderita

kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

25.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelsinaudan sebagai
keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepadaukwen, kepada pelaku
usaha diberikan beberapa hak.. Hak-hak pelaku wabhan UUPK diatur dalam
Pasal 6, yang menyatakan bahwa hak pelaku usaha &¢as:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengaepdieatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atsa yang diperdagangkan;
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b. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dandapenyelesaian
hukum sengketa konsumen,;

c. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukdtagza hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dtau jasa yang
diperdagangkan;

d. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakansumen yang
beritikad tidak baik; dan

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan gmg-undang lainnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, paaleapelaku usaha
dibebani kewajiban-kewajiban. Pasal 7 UUPK menyatakahwa kewajiban dari
pelaku usaha, antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujumg®mai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa serta memberi pesmelagnggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan;

c.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara bemajuglr serta tidak
diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduttan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar nawé&nd dan atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,athu mencoba
barang dan atau jasa tertentu serta memberi jantdaaratau garansi atas
baran yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggaatias kerugian akibat
pengunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jaga yang
diperdagangkan; dan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggardpabila barang dan

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidakas@®ngan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekamkzada pelaku
usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakk&giatan usahanya,

sehingga diartikan bahwa kewajiban pelaku usahakubéritikad baik dimulai
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sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahagm penjualan, sebaliknya
konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam kgtan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebak&eena kemungkinan terjadinya
kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dinagichproduksi oleh produsen
(pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemunmgkinuk dapat merugikan
produsen mulai pada saat melakukan transaksi desrgdnser?

26  Tahap-Tahap Transaks Konsumen

Yang dimaksud dengan transaksi konsumen adalah puades terjadinya
peralihan pemilikan atau penikmatan barang ataadasi pelaku usaha penyedia
barang dan/atau jasa kepada konsumen. Tahap-tedragaktsi konsumen yang

lazim terjadi yaitu:

2.6.1 Tahap pra-transaks konsumen

Pada tahap pra-transaksi konsumen, transaksi (pamb@enyewaan,
peminjaman, pemberian hadiah komersial dan sebggaitelum terjadi.
Konsumen masih mencari keterangan dimana barang jasa kebutuhannya
dapat ia peroleh, berapa harga dan apa pula syaedt yang ia harus penuhi,
serta mempertimbangkan berbagai fasilitas atau igondari transaksi ia
inginkan?®

Dalam hal ini pelaku usaha sebagai penyedia atemjual, harus
menyediakan informasi yang jujur dan tidak menyesatberkaitan dengan
barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Oleh karerermasi tersebut akan
menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen sebelurmuimekan untuk
melakukan pembelian.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar tephaklansumen
mengenai suatu produk, agar konsumen tidak sathhdap gambaran mengenai

4 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodop.cit.,him. 54.

6 Az. Nasution (c)Konsumen dan Hukurfilakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), him. 39.
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suatu produk tertentu. Penyampaian informasi teghdebnsumen tersebut dapat
berupa representasi, peringatan maupun berupalsstf
UUPK juga memberikan pengaturan yang berkaitan alertighap pra-
transaksi konsumen, antara lain:
1. Pasal7
Huruf b:
Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang befglgs dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau j&sta gnemberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
Huruf c:
Pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayanitkoes secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif.
2. Pasal 8 ayat (1)
Huruf |:
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengendkan barang
dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi/atiEn petunjuk
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesugandeketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 8 ayat (2)
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yaal, racat atau bekas
dan tercemar tanpa memberikan informasi secarakdgnglan benar atas

barang dimaksud

2.6.2 Tahap transaks konsumen

Pada tahap ini transaksi peralihan suatu barangpatapenyelenggaraan
jasa dari pelaku usaha kepada konsumen telah iteijadsumen dalam hal ini,
sudah terikat dengan berbagai persyaratan guna emelep barang atau jasa

bersangkutan misalnya mengenai persyaratan penamgyarga, dan sebagainya.

4" Ahmadi Miru dan Sutarman Yodop.cit., him. 55, mengutip dari Ahmadi Miri@rinsip-
Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indéme¢Disertasi Program Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, 2000), him. 141",
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Faktor lain yang juga berpengaruh pada konsumendtdhap ini adalah
beberapa praktek bisnis yang dijalankan pengusah& imempertahankan atau
meningkatkan pemasaran produk usahanya atau peayenaroduknya oleh
masyarakat®

Permasalahan yang sering timbul dalam tahap trankaksumen adalah
pada perikatan yang telah disepakati oleh pelakhaislan konsumen. terdapat
perjanjian dengan syarat-syarat baku, terutamaamen dengan syarat-syarat
baku yang ditentukan secara sepihak.

Mengenai keadaan tersebut, Pasal 18 UUPK memberpleagaturan
secara khusus atas batasan dalam pencantuman l&laesku dalam suatu
perjanjian yang dilarang oleh UUPK. Dalam penjalaspasal tersebut,
dikemukakan bahwa larangan ini dimaksudkan untukempatkan kedudukan

konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkaipebebasan berkontrak.

2.6.3 Tahap Purna-Transaks Konsumen

Tahap ini disebut juga tahap purna-jual. Pada tahiagonsumen mulai
memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diperoledagiatransaksi dengan
pelaku usaha bersangkutan.

Kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaamndéramsaksi
yang diselenggarakan dapat menjadi kenyataan. kepnakonsumen akan
menyebabkan konsumen untuk selanjutnya setia alk tberalin dari merek
barang atau jasa tertentu, sehingga pelaku usahsanghkutan akan dapat
mempertahankan langganantiya.

Sebaliknya, keadaan menjadi berbeda apabila konsumeeasa tidak puas
terhadap kegunaan dan/atau pemakaian dari suamgratau penyelenggaraan
jasa yang diperoleh dari pelaku usaha. Dalam hialkamsumen merasakan
kerugian dari penggunaan barang dan/atau jasanggxgan. Konsumen yang

merasa mengalami suatu kerugian lazimnya mengajskatu keluhan kepada

8 Az. Nasution (c),op.cit., him. 46, mengutip dari Mr. R.B.M. Keurentjes, Agieve
Handelspraktijken, Kluwer-Deventer 1986, him. 2.

9 Az. Nasution (b)pp.cit.,him. 52.
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pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha tetap harudenkan perlindungan dan
pelayanan yang baik atas keluhan yang diajukan kéetsumen dalam tahap
purna-transaksi ini.
Berkaitan dengan hal itu, UUPK memberikan pengatwatas tindakan
yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam tphaya transaksi, antara lain:
1. Pasal7
huruf f:
Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti ragiadau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfhatang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.
huruf g:
Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rag/adau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima ata@rdaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

2. Pasal 19 ayat (1)
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atag kerusakan
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mesgkwsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3. Pasal 25 ayat (1)
Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanigat berkelanjutan
dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tavmjibb menyediakan
suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wagmenuhi jaminan atau
garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

4. Pasal 26
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib ménjaminan dan/atau
garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan.

Tahap-tahap diatas tidaklah secara tegas terpa&atsama lain. Mungkin
saja tahap pertama dan kedua langsung terjadi dadm kegiatan transaksi
konsumen. Misalnya konsumen datang ke suatu tokimamdarangnya, mencari
dan mendapat sekedar informasi mengenai barangbtegrsKetika konsumen
merasa sudah cukup “mengenal” produk tersebut, nakegsung membelinya
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(mengadakan transaksi konsuméfi)Tahap-tahap transaksi konsumen tersebut di
atas diperlukan agar dapat dengan mudah memahaami pgkmasalahan dan
mencarikan jalan penyelesaian dalam penyelesaiangke® transaksi

konsumerr:

2.7 Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen

Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuanmmirhgan konsumen
antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehmig@asumen, maka untuk
maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibgatihedari pemakaian
barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aksiperdagangan pelaku usaha.
Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatifagaian barang dan atau
jasa tersebut, UUPK menentukan berbagai laranggirpeéaku usaha yang terdiri
dari 10 pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengaalPL7>?

Dalam Pasal 8 yang termasuk perbuatan-perbuatapdilarang dilakukan

pelaku usaha yaitu:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengmrgkan barang dan
atau jasa yang:
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai denga standar ggegsyaratkan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih agdio ndan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam lalael etiket barang

tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan jdamah dalam

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

*® Ramadhan Rizky Perdana HamzatPerlindungan Konsumen Pengguna Jasa

Ketenagalistrikan: Studi Kasus Penerapan Tarif Dakestrik (TDL) oleh PT. PLN (Persero),”
(Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Dep2R09), him. 24, mengutip dari Az.
Nasution (b)op.cit.,him. 38.

*1|bid., him. 24.

*2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodop.cit., him. 63.
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d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewatau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket ataerd@gan barang dan

atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposissgg@engolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana diapatiakam label atau
keterangan barang dan atau jasa tersebut;

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalarel |adtiket, keterangan,

iklan atau promosi penjualan barang dan atau gseatliut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkaktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas bseesgput;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara hakgpagaimana

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan bammg memuat
nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau nettmplsisi, aturan pakai,
tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan iapeetaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut teten harus

dipasang/dibuat; dan

J. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk gengan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuaturpargperundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yesad,rcacat atau
bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi adeagkap dan benar
atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaansiagiaia pangan yang
rusak, cacat atau bekas atau tercemar, dengantat@a memberikan

informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayadag ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan atau jasabuerserta wajib

menariknya dari peredaran.
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Substansi dari Pasal 8 tertuju dua hal, yaitu @@marmemproduksi barang
dan atau jasa dan larangan memperdagangkan bamamgatdu jasa yang
dimaksud.

Dalam Pasal 9 yang termasuk perbuatan-perbuatapdibamang dilakukan

pelaku usaha yaitu:

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikangikienkan suatu

barang dan atau jasa secara tidak benar, daneaikinsolah:

a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memilitorgan harga, harga
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau modentestdarakteristik
tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;

c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkanatdan memiliki
sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, kegatutertentu, ciri-ciri

kerja atau aksesori tertentu;

d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusayeay mempunyai

sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. Secara langsung atau tidak langsung merendahkamdalan atau jasa

lain;
h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

I. Secara langsung atau tidak langsung merendahkamdaan atau jasa

lain;

j.  Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aidak berbahaya,
tidak mengandung risiko atau efek samping tanpar&egan yang

lengkap; dan
k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang beastn

(2) Barang dan atau sebagaimana dimaksud pada ayadilétang untuk
diperdagangkan.
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(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap (&y dilarang
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanaanigadan atau jasa

tersebut.

Pasal 9 UUPK mengatur mengenai larangan melakukamavparan,
promosi, periklanan suatu barang dan atau jasaas@dak benar, tampak sedikit
rancu sehingga perlu dilakukan revisi bahkan selpagii antara ayat-ayatnya
terdapat pengaturan berlebiltdn.Substansi pasal ini juga terkait dengan
representasi dimana pelaku usaha wajib memberikeseptasi yang benar atas
barang dan atau jasa yang diperdagangkannya.

Dalam Pasal 10 yang termasuk perbuatan-perbuatag gitarang pelaku
usaha yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barangtaa jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempnéEnos mengiklankan

atau membuat pernyataan yang tidak benar atau re&thg® mengenai:

Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa,

b.  Kegunaan suatu barang dan atau jasa;

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rt&s suatu barang dan atau
jasa;

d. Tawaran potongan harga atau hadiah yang ditawadean;

®

Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Pasal 10 juga menyangkut larangan yang tertuju paeialaku” pelaku
usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdaggagg tertib dan iklim
usaha yang sehat guna memastikan produk yang whipebelikan dalam
masyarakat dilakukan dengan cara tidak melangdarrhu

Dalam Pasal 11 yang termasuk perbuatan-perbuatany yhlarang
dilakukan pelaku usaha yaitu pelaku usaha dalanpéjualan yang dilakukan
melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelaemnyesatkan konsumen

dengan:

%3 |bid., him. 89.
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a. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolhhtelah memenuhi
standar mutu tertentu;

b. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolhhtidizk mengandung
cacat tersembunyi;

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkaelainkan dengan
maksud untuk menjual barang lain;

d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu al@w jumlah yang
cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atan jumlah yang
cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; dan

f. Menaikkan harga atau tariff barang dan atau jasalsm melakukan obral.

Pasal 11 masih menyangkut persoalan representagj ftfdak benar
dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana jugadiedgngan ketentuan pasal-
pasal sebelumnya.

Dalam Pasal 12 yang termasuk perbuatan-perbuataiy yhlarang
dilakukan pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarangenawarkan,
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang @anaga dengan harga tarif
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelalgaha tersebut tidak
bermaksud melaksanakannya sesuai dengan waktwuddahj yang ditawarkan,
dipromosikan, dan diiklankan. Pasal 12 menyangardnigan yang tertuju pada
prilaku pelaku usaha, terlihat dari kegiatan menkam mempromosikan, atau
mengiklankan barang dan atau jasa dengan hargaaatfakhusus padahal pelaku
usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakanny

Dalam Pasal 13 yang termasuk perbuatan-perbuatag w#arang

dilakukan pelaku usaha yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan
suatu barang dan atau jasa dengan cara menjarpi&arberian hadiah
berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cangamn maksud tidak

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimargdigmnjikannya.

2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, @aengiklankan
obat, obat tradisional, suplemen makanan, alatle¢ar, dan jasa pelayanan
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kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian h&dialpa barang dan

atau jasa lain.

Pasal 13 menyangkut larangan yang tertuju padacegisapenjualan yang
dilakukan melalui sarana penawaran, promosi ataugikkanan, di samping
larangan yang tertuju pada peristiwa pelaku usahag ymengelabui atau
menyesatkan konsumen. Hanya variasinya yang merkédeddengan larangan
yang tertuang di dalam pasal-pasal sebelumnya.

Dalam Pasal 14 yang termasuk perbuatan-perbuatany yhlarang
dilakukan pelaku usaha yaitu dalam menawarkan padan atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikamhamelalui cara undian,
dilarang untuk;

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batasumeltig dijanjikan;

b Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. Memberikan hadiah tidak sesuai yang dijanjikan; dan

d Menggantikan hadiah yang tidak setara dengan maldiah yang dijanjikan.

Ketentuan-ketentuan Pasal 15 juga sama dengan thddsangan yang
disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Yang meakdmeaya hanya
menyangkut cara yang dilakukan oleh pelaku usahg yersangkutan. Khusus
dalam pasal ini adalah cara paksaan yang menenmpatisasi konsumen menjadi
lemah.

Dalam Pasal 16 intinya larangan tertuju pada “plkul pelaku usaha yang
tidak menepati pesanan dan atau tidak menepatpikatan waktu penyelesaian
sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak mehgmji atas suatu pelayanan
dan atau prestasi.

Dalam Pasal 17 yang termasuk perbuatan-perbuatany yhlarang
dilakukan pelaku usaha yaitu:

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iéary:

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitasab, kegunaan dan
harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waiarimaan barang dan
atau jasa,

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang danjasa
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. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidakatemengenai barang

dan atau jasa;

. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaiaafgdan atau jasa;

. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang taip@a yang berwenang

atau persetujuan yang bersangkutan; dan
Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan pangidndangan

mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan pesedi&lan yang telah

melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 17 merupakan pasal yang ditujukan pada kerpalaku usaha

periklanan yang mengelabui konsumen melalui ikiamgydiproduksinya.

2.8

Penyelesaian Sengketa Konsumen

Masalah penyelesaian sengketa dalam UUPK diataraekhusus pada

Bab X, dimulai dari Pasal 45 sampai dengan PasalSé8ap konsumen yang

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Pasal 4BKUldenyebutkan bahwa

gugatan pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan ol

a.
b.
C.

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warig ymnsangkutan;
Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yamg;sa

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakej geemenuhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasamg galam anggaran
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuaikaliya organisasi
tersebut adalah utnuk kepentingan perlindungan koea dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yasdan

Pemerintah dan atau instansi terkait apabila badarg atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugiateri yang besar
dan atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh um@@hgadilan

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suligrata pihak yang bersengketa.
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2.8.1 Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secarai dyaitu
penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah plewik dengan atau tanpa
bantuan dari pihak ketiga, untuk mencapai suatuepasatan yang
menguntungkan dan tanpa ada yang merasa dirugilkengad adanya
kesepakatan tersebut. Artinya dalam hal ini pahakpyaitu konsumen dan
pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa yandiaddara mereka dengan
hanya melibatkan konsumen dan pelaku usaha bens@mmg&tau dengan bantuan
pihak ketiga.

Apabila dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, nud@at dibantu oleh
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya MasyarakBK§M) misalnya
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalar iha YLKI dapat
menjadi fasilitator untuk menengahi kedua belatalpidlan memberikan nasehat
guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan bgikkbnsumen maupun
pelaku usaha tersebut.

Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yamagnd dan formal,
UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyedigb@amyelesaian sengketa di
luar pengadilan, yaitu di BPSK. Pasal 1 butir 11RKUmemberikan penjelasan
bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangamelayelesaikan sengketa
antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan B&%K ihenjadi bagian dari
pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yangsaeélirugikan oleh pelaku
usaha/produsen, karena sengketa di antara konstamepelaku usaha/produsen,
biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkimgagikan sengketanya di
pengadilan karena tidak sebanding antara biayapedengan besarnya kerugian
yang akan dituntut.

Dasar hukum pembentukkan BPSK adalah Pasal 49(aydaiUPK jo.
Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yaegegaskan bahwa di
setiap kota atau kabupaten harus terdapat BPSK lyariggas untuk membantu
menyelesaikan sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapanplite melalui BPSK
yang tugas dan wewenangnya meliputi antara lail@kpanaan penanganan dan

penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara malkdliasi atau arbitrase atau
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konsiliasi. Selain sebagai media penyelesaian stagkadan ini juga dapat

menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usgdwag melanggar larangan-

larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.

Tugas dan wewenang BPSK secara menyeluruh dialamdPasal 52
UUPK jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001tdrg Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang badan Penyelesaian Sengketardensyaitu:

a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, deagamelalui mediasi
atau arbitrase atau konsiliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klaoskila

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadiapgdaran ketentuan
dalam undang-undang ini;

e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketanplertigan konsumen;

f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak lertwari konsumen
tentang terjadnya pelanggaran terhadap konsumen;

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakyled@anggaran terhadap
perlindungan konsumen,;

h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/aseatiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;

I.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelasaha, saksi, saksi ahli
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada guteh huruf h, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaiaketarigpnsumen;

J.  Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dakuratau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanyagiaer di pihak
konsumen;

l.  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yanakuokan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku asgang melanggar
ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya, atas putusan BPSK berkaitan dengayefe=maian sengketa

konsumen tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Untpelaksanaan putusan
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tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 57KJukka harus dilakukan
permohonan penetapan eksekusinya kepada pengadggeri di tempat
konsumen yang dirugikan.

Mengenai sanksi administratif yang dapat dikena@&hth BPSK diatur
dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UUPK yang mtekgn bahwa BPSK
berhak menjatuhkan sanksi administratif terhaddpkpeusaha yang melanggar
Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasala@5Pasal 26 UUPK berupa
penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000-q@0a ratus juta rupiah).

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diseleriggaisemata-mata
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk darrnlgas@anti kerugian
dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjachaik akan terulang kembali
kerugian yang diderita oleh konsun®nDalam upaya untuk memudahkan
konsumen menjangkau BPSK, maka dalam Keppres Nd.addin 2001, tidak
dicantumkan pembatasan wilayah yuridiksi BPSK, regd konsumen dapat

mengadukan masalahnya pada BPSK mana saja yargpddakinya.
2.8.2 Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUPK, dinyatdde@wa gugatan atas
pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a.  Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warig yemsangkutan;

b.  Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yama;

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakej geemenuhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasamg galam anggaran
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuaikaliya organisasi
tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan tkoea dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran ysarn

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila bamag/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugiateri yang besar

dan/atau korban yang tidak sedikit.

**Susanti Adi Nugrohopp.cit.,him. 100, mengutip dari penjelasan Pasal 47 UUPK.
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Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadil@ngacu pada
ketentuan peradilan umum. Gugatan sengketa konswaeg diajukan oleh
perorangan dapat dilakukan melalui pengadilan, ifgpalppaya penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan tidak berhatu tidak tercapai
kesepakatan oleh salah satu pihak atau oleh paa# pang bersengketa.

Pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) UUPK, dinyataldiwa Gugatan
yang diajukan oleh sekelompok konsumelags actiol), lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakkgél Standiny atau pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, atau hdrdiajukan kepada peradilan
umum. Gugatan kelompokcl@ss actiof diakui oleh UUPK. Lebih lanjut
dikemukakan bahwa gugatan ini harus diajukan otetskmen yang benar-benar
dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Class actionmerupakan gugatan perdata biasa yang diajukansaieh
orang atau lebih, atas nama sejumlah orang yangponm@ai tuntutan yang sama
terhadap penggugat. Orang yang menjadi wakil itu mewakili kepentingan
hukum dia atau mereka sendiri serta kepentingagaadkelas yang lain. Dengan
kata lain, wakil kelas maupun anggota kelas, kegaaualah pihak korban atau
pihak yang mengalami kerugian.

Mas Ahmad Santosa merujuk patdks Federal of Civil Procedure
menyatakan bahwa yang menjadi persyaratan gugktss actionantara lain:

1 Numerosity yaitu jumlah orang yang mengajukan harus sedemiki
banyaknya;

2 Commonality yaitu kesamaan fakta antara pihak yang mewakit gang
diwakili;

3  Typicality, yaitu tuntutan penggugat maupun pembelaan tetgdga
seluruh anggota yang diwakittlass membérarus sejenis; dan

* Indonesia (a)op.cit., Pasal 45 ayat (4).

%% Yusuf Shofiepp.cit.,him. 80.
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4  Adequacy of Representatio(kelayakan perwakilan), yaitu kewajiban
perwakilan kelas untuk menjamin secara jujur dafl adrta mampu
melindungi kepentingan mereka yang diwa¥ili.

Gugatan kelompok atau gugatan perwakilalags actioh ini mungkin
dilakukan oleh sejumlah konsumen yang memiliki kalrkeluhan serupa pada
saat tertentu, daripada menempuh proses atau §earp terpisah satu sama
lainnya. Satu atau dua atau lebih konsumen mew&kiisumen-konsumen
senasib lainnya, menggugat pelaku usaha yang diduglanggar instrumen
hukum perdata. Menurut Colin Scott dan Julia BlankJalui gugatan kelompok
(class actioh ini terdapat efek penjera bagi pelaku usaha, deamanereka
mendapati bahwa praktek-praktek bisnis mereka tiagikdibiarkan®

Gugatan yang diajukan oleh lembaga perlindungarsikmen swadaya
masyarakat disebuégal standingatau hak gugat lembaga swadaya masyarakat
(LSM). Tidak sedikit praktisi hukum yang mencampgluikan antara pengertian
gugatan perwakilan kelompolcléss actiop dan konsep hak gugat lembaga
swadaya masyarakat (LSM). Sesungguhnya gugataragaw kelompok ¢lass
actiondan hak gugat LSM memiliki perbedaan.

Gugatan perwakilan kelompok terdiri dari unsur wakelas yang
berjumlah satu orang atau lebiblass representatiyedan anggota kelas yang
pada umumnya berjumlah besaraés membejs Baik wakil kelas maupun
anggota kelas pada umumnya merupakan pihak kortzan yang mengalami
kerugian nyata.

Sedangkan dalam konsépgal StandingLSM sebagai penggugat bukan
sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Nakauena kepentingannya ia
mengajukan gugatannya. Misalkan dalam perkarangerigan lingkungan hidup,
LSM sebagai penggugat mewakili kepentingan perhgam lingkungan hidup
yang perlu diperjuangkan karena posisi lingkungauh sebagai ekosistem

sangat penting. Lingkungan Hidup tentu tidak dapaemperjuangkan

" Ibid., him. 82.

%8 |bid., him. 81.
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kepentingannya sendiri karena sifatnya yam@nimatif (tidak dapat berbicara)
sehingga perlu ada pihak yang memperjuangkan.

Perbedaan lainnya adalah tuntutan ganti rugi datéams actionpada
umumnya adalah berupa ganti rugi berupa uang, gkdardalanegal standing
tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang. Ganigirdapat dimungkinkan
sepanjang atau terbatas pada ongkos atau biaya tgtaty dikeluarkan oleh
organisasi tersebuf

Definisi secara bebas dadegal standingadalah suatu tata cara pengajuan
gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu lekteh lembaga swadaya
masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakaun perbuatan atau
keputusan orang perorangan atau lembaga atau meameriyang telah
menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pada lingkup Perlindungan Konsumen, gugatan pe&aagg perilaku
usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungaskoan swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukiamn yayasan, yang dalam
anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahuan tdidirikannya
organisasi tersebut adalah untuk kepentingan plerigan konsumen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran y%arn

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimpksadPasal 45
UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya peesaian secara damai
oleh para pihak yang bersengketa. Dalam setiapeprpsnyelesaian sengketa,
pada umumnya selalu diupayakan untuk menyelesakaara damai di antara
kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaiagkeda secara damai
maksudnya adalah penyelesaian sengketa yang didakaleh para pihak yang
bersengketa tanpa melalui pengadilan atau BPSKtidak bertentangan dengan
UUPK %2

%9 Emerson YunthoClass Action Sebuah Pengantétakarta : ELSAM, 2005), him. 8.
0 Ibid.
%1 Ibid., him. 9.

%2 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yaopp.cit.,him. 75.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM PRODUK KOSMETIK DAN PENGATURANNYA
SERTA FUNGSI PENGAWASAN BADAN POM TERHADAP KOSMETIK
DI INDONESIA

3.1 Sgarah Perkembangan Kosmetik

Kosmetik yang digunakan untuk riasan dan perawatamurut catatan
sejarah arkeologi sudah dikenal sejak jaman bahildan mesir kuno. Dalam
sejarah kosmetik dan kosmetologi, ilmu kedokteran jxut mengambil peranan
sejak jaman kuno. Data yang diperoleh dari hasitypkdikan antropologi,
arkeologi, dan etnologi di mesir dan India membkti adanya pemakaian
ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep toyaag dapat dianggap
sebagai bentuk awal dari kosmetik yang kita keaekésang. Adanya bahan-bahan
tersebut, menunjukkan telah berkembangnya suatbligeakhusus di bidang
kosmetik.

Hipocrates (460-370 SM) memberian peranan besadamdaawal
perkembangan kosmetik dan kosmetologi moderen wmelaasar-dasar
dermatologi, diet, olahraga sebagai saran yang hemtuk kesehatan dan
kecantikan. Perkembangan ilmu kedokteran yang kemambah luas menjadi
alasan diadakannya pemisahan antara kosmetik danetadogi dari ilmu
kedokteran, sehingga dikenal sebgai kosmetik untekias dan kosmetik yang
dipakai untuk kelainan patologi kulit.

Keberadaan kosmetik di Indonesia diperkirakan sudétenal sejak
kepulauan ini dihuni oleh manusia. Hal tersebutukiitkan dengan adanya
peninggalan cara periasan tradisional seperti mamadekapur sirih untuk
pemerah bibir, serta ramuan kosmetik tradisionahl@a yang tetap terkenal dan
digemari oleh semua lapisan hingga saat ini. Serkatanetik dibuat dengan
bahan alami, dengan proses yang sangat sederhanmi Imerupakan catatan
kuno warisan nenek moyang kita yang perlu dilestaripembuatan kosmetik
pada waktu itu memakai bahan-bahan alami yangildipiari bahan terbaik,
diramu dengan cara tertentu, kemudian dikemas db&mtuk yang menarik. Hal

tersebut mengandung pengertian bahwa nenek moydagtdtah mengenal
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persyaratan bahan baku, persyaratan berproduksipdesyaratan bentuk fisik
sediaan.

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan danoltainikut
mempengaruhi bidang kosmetik. Kosmetik umumnya atitiari paduan bahan
kimia, dijadikan dalam bentuk fisik sediaan tentgnsesuai dengan yang
diinginkan. Ramuan dengan formulasi tertentu akamentukan manfaat dan

kegunaan kosmetik itu.

3.2. Pengertian, Penggolongan dan Pemanfaatan kosmetik.
3.2.1. Pengertian Kosmetik

Dalam bahasa yunani “kosmetikos” berarti keteraampihenghias sedang
“kosmos” berarti hiasaff. Definisi tersebut menurut Federal Food dan Cosmeti
Act (1938) sama dengan definisi dalam Peraturantéfeikesehatan RI No.
220/Men.kes/Per/IX/76 sebagai berikut

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untgksakkan,
diletakkan, dituangkan, dipercikan, atau disemm@otpada, dimasukkan
dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badamsiaadengan
maksud utuk membersihkan, memelihara, menambah tayka atau
mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obatersgbut tidak boleh
mengganggu faal kulit atau tubuh manusia.

Definisi tersebut jelas menunjukkan bahwa kosmietikan satu obat yang
dipakai untuk diagnosis, pengobatan maupun peneegpényakit. Obat bekerja
lebih kuat dan dalam, sehingga dapt mempengarutiktst dan faal tubuff
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosmetikahdabat (bahan) untuk
mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagairg@edi bedak dan pemerah
bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikamy tata cara mempercantik
wajah, kulit dan rambut

83 Syarif M. WasitaatmadjaPenuntun IImu Kosmetik MedikDepok: Ul Press, 1997),
hal. 26-27.

** Ibid.

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengemiBatesa Kamus Besar
Bahasa Indonesi@Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
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Dalam keputusan Kepala Badan Pengawas Obat daandakRepublik
Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetiituk selanjutnya disebut
Keputusan Kepala Badan POM) disebutkan bahwa yangakdud dengan
kosmetik adalah:

Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunpida bagian luar
tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, @@gan genital bagian
luaar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmbersihkan,
mewangikan, mengubah penampilan dan/atau mempefizikbadan atau

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi Baik.

Masyarakat awam sering menggunakan istilah yangasantuk produk
seperti bedak, pemerah bibir dan sebagainya desghnotan kosmetik atau
ksmetika. Sedangkan dalam skripsi ini istilah yafigunakan produk yang
dimaksud seperti bedak, pemerah bibir, pelembab sepagainya adalah
kosmetik. Istilah ini mengacu pada Keputusan Kepaldan POM

3.2.2 Penggolongan K osmetik

Saat ini terdapat ribuan produk kosmetik yang deareli pasar bebas, baik
kosmetik import maupun kosmetik lokal. Di Indonesggcacat lebih dari 300
pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, dgertlirakan ada lebih dari dua
kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar ascresmi yang merupakan usaha
rumah tangga maupun salon kecantiXarBerdasarkan hal tersebut maka
diperlukan adanya penggolongan kosmetik yang henupntuk penyederhanaan
kosmetik baik untuk pengaturan maupun pemakaian.

Menurut Jelinek, penggolongan kosmetik dapat dagggkan menjadi

pembersih, deodorant dan anti prespirasi, proteldiek dalam, superficial,
dekoratif dan untuk kesenang@nWels FV dan Lubowe |l mengelompokkan

kosmetik menjadi preparat untuk kulit muka, prepawatuk higenis mulut,

% Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan MakaR&M) Republik Indonesia
No. HK. 00.05.4.174%ntang kosmetik., ps. 1 butir 1.

67 Syarif M. Wasitaatmadjap. cit.,hal. 29.

8 | bid.
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preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badampagoed untuk rambut, kosmetik

untuk pria dan lainnya. Breur EW dan PrinciplesCaismetic for Dermatologist

membuat kalsifikasi sebagai berikut:

a. Toiletries sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rampenata,
pewarna, pengeriting, pelurus rambut, deodorartt, maspirasi dan tabir
surya.

b. Skin Care pencukur, pembersih, toner, pelembab, maskem knalam, dan

bahan untuk mandi

c. Make up: foundation, eye make up, lipstick, bluseaamel kuku

d. Fragnance: parfumes, colognes, toilet water, batky bath powderdanafter

shave agenf$

Sub bagian kosmetik medik bagian ilmu penyakititkdbn kelamin

FKUI/RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, memiagmetik atas:

a. kosmetik pemeliharaan dan peraawatan yang terairikibismetik pembersih,
kosmetik pelembab, kosmetik pelindung dan kosnyeikipis.

b. Kosmetik rias/dekoratif yang terdiri atas kosmetds kulit terutama wajah,
kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetés bibr, dan kosmetik
rias mata.

c. Kosmetik pewangi/parfum yang terdoari deodorant, after shavwe lotipn

parfum dareau de toiletté’

Menurut Pasal 3 keputusan Kepala Badan PM, bealdasébahan dan
penggunaanya serta untuk maksud evaluasi, prodsikétik dibagi menjadi dua
golongan:

a. kosmetik golongan | adalah:
1. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
2. kosmetik yang digunakan di sekitar mata, ronggaummdian mukosa

lainnya;

% bid

0 |bid., hal. 30
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3. kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaradian genandaan;
4. kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya blkelzim serta belum
diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

b. kosmetik golongan Il adalah kosmetik yang tidaki@suk golongan 1

Dengan adanya penggolongan sederhana ini, setigp kesmetik akan
dapat dikenal kegunaannya dan akan menjadi bahaanagtagi konsumen di
dalam bidang kosmetik. Penggolongan ini juga dapehampung setiap jenis
sediaan kosmetik (bedak, cairan, krim, pasta, setapy dan lainnya) dan setiap
tempat pemakaian kosmetik (kulit, mata, kuku, ratneelurun badan, alat
kelamin, dan sebagainy&).Penggolonga kosmetik menjadi bahan acuan di

Indonesia merujuk pada keputusan Kepala Badan POM.

3.23 Pemanfaatan Kosmetik
Kosmetik dimanfaatkan oleh konsumen sebagai pesiihepelembab,
pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wavegigian. Parfum misalnya,
diperlukan untuk menambah penampilan dan, mentiayibadan yang mungkin
kurang sedap untuk orang lain.
Berdasarkan kegunaannya, maka kosmetik dapatidreagadi:
a. Kosmetik perawatan kuliskin care cosmetjk
Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan lasehkulit. Termasuk di
dalamnya adalah kosmetik untuk membersihkan kuhglindungi dan
melembabkan kulit dan untuk menipiskan kybeéling
b. Kosmetik riasan/dekoratififake up
Jenis ini diperlukan untuk merias, menutup cacdtinggia menimbulkan
penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efgkologis yang baik,
disini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar.

" Keputusan Kepala Badan PObh. cit.,Psl.. 3.

2 Syarif M. Wasitaatmadjap. cit, hal. 30.
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Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yamgalkkn pada kulit
manusia untuk membersihkan, memelihara, menambahtdeak serta mengubah
rupa. Oleh karena terjadi kontak antara kosmetikgda kulit, maka ada
kemungkinan kosmetik diserap oleh kulit dan maseilbb&gian yang lebih dalam
dari tubuh. Jumlah kosmetik yang terserap kulgaetung pada beberapa faktor,
misalnya keadaan kulit pemakai. Kontak kosmetik ga@nkulit menimbulkan
akibat positif berupa manfaat kosmetik dan dapda foerakibat negatif atau
merugikan yang merupakan efek samping kosnftik.

Komposisi paduan bahan kimia yang tidak sesualasjedapat
menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki bagim@eai kosmetik.
Keamanan penggunaan kosmetik tidak hanya ditentukdl@h paduan dan
kemurnian bahan kimia yang digunakan, tetapi juset disebabkan oleh bentuk
fisik sediaan. Emulsi termasuk krim, jeli, larutdan suspensi merupakan media
yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganismggra lain bekteri patogen.
Mengingat ada sebagian mikroorganisme yang dapabub dalam segala
kondisi, maka tidaklah berlebihan jika bentuk fiskdiaan kosmetik seperti
bubuk, bubuk padat, krayon atau stik dan pasta jdgeat menjadi media
pertumbuhan mikroorganisme.

Formula yang tidak tepat, penggunaan bahan yasak tmemenuhi
persyaratan serta adanya pencemaran pada produkpakan kejadian yang
dapat menimbulkan akibat sampingan yang merugikamn kesehatan. Disamping
itu, kosmetik akan masih digunakan selama masiikdisoleh pemiliknya tanpa
disadari dapat menimbulkan efek samping yang tdialginkan, seperti reaksi
alergi dan sensitisasi. Bahkan penggunaan kosmyatikf menggunakan bahan
kimia tertentu secara terus-menerus dapat menyahdtdracunan.

Demikian pula dengan kosmetik tradisional yangasatnya hanya
mengandung bahan alami tanpa penambahan bahan kiaieen kenyataannya
mengingat umumnya kosmetik digunakan dalam jangkigwvrelatif lama, maka
penggunaan bahan pengawet dari bahan kimia tidaét ahindari. Di samping
itu bahan alami pun sebenarnya dapat pula menyahadfiek samping terutama
apabila kurang berhati-hati dalam menyeleksi bah&mi yang digunakan

"3 Syarif M. Wasitaatmadjap. cit, hal. 50.

Perlindungan konsumen ..., Anastasia Marisa R Hutabarat, FH Ul, 2011  Universitas Indonesia



46

sehingga tercampur dengan bahan alami yang telgdmhe atau terkontaminasi
dengan kotoran lainnya.

Bahan alami yang digunakan hendaknya diupayakag telah lama dan
bisa digunakan sebagai kosmetik secara turun temwwehingga secara tidak
langsung sebenarnya telah teruji keamanan penggymag&edangkan untuk
bahan-bahan kimia tertentu, harus memenuhi peitsyasang ditetapkan dalam
buku resmi yang diterbitkan oleh departemen kesehaeperti Kodek Kosmetik

Indonesia, Materi Medika dan Farmakope Indonesia.

3.3 Peraturan perundang-undangan Yang Mengatur tentang Kosmetik
di Indonesia
Tidak semua orang mampu membuat produk kosmetig ek, dalam
artian kosmetik tersebut memenuhi standar mutu ktelitas dan aman. Oleh
karena itu, pemerintah melalui Departemen Keseh&é&ntelah menyusun
berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitl@ngan masalah
menbuatan kosmetik. Peraturan perundang-undangsebte antara lain, adalah:

1. Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perliruk@nsumen;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentamgafeanan Sdiaan
Farmasi dan Alat Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatn No. 220/menkes/Per/X@1&ntang Produksi
dan Peredaran Kosmetik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 236/Menkes/X|/18Atang Izin Produksi

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 96/Menkes/V/197fdtateng Wadah,
Pembungkus, Penadaan Produk Kosmetik;

7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 85/Menkes/SK/IBM3entang Stadart
Mutu atau Persyaratan yang telah ditetapkan;

8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 85/Menked/Kl/ tentang
Penggunaan Kodeks Kosmetik Indonesia sebagai PatagaMutu Bahan
Kosmetik

9. Peraturan Menteri Kesehatan No.359/Menkes/PerlX3188tang Bahan yang

boleh dan tidak diperbolehkan dalam kosmetik
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10.Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia N¢. 60.05. 4. 1745
tentang Kosmetik

11.Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia N¢. 60.05. 4. 3870
tentang Pedoman cara pembuatan Kosmetik yang Baik

12.Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia N¢. 80.05. 4. 2995
tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik

13.Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia N¢. 60.05. 4. 1018
tentang Bahan Kosmetik

14.Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia N¢. 60.05. 4. 4974
tentang pengawan Pemasukan Bahan Kosmetik

15.Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia No.
HK.03.1.23.12.10.12459 tentang persyaratan tekssletika.

16.Peraturan mengenai keharusan untuk mendaftarkam@ulprokosmetik
(registrasi) melalui mekanisme tertentu dalam suWd@putusan Direktur
Jendral POM Departemeen Kesehatan RI No. 178/CER6€/lentang tata
cara Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Koksoat Alat Kesehatan.
Kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau mengandagyang dilarang
tidak akan diberi nomor resgistrasi dan tentu dilgrberedar di Indonesia.

3.3.1 Tinjauan Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan konsumen

Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen tidagbdikan secara
eksplisit pengaturan tentang kosmetik. Namun deaniliietentuan Pasal 8 ayat
(1) huruf a dapat digunakan sebagai dasar perlgmuterhadap konsumen yang
membeli produk kosmetik impor tanpa izin edar. iabahwa tidak boleh
memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ataki $esuai dengan standart
yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan pemgada Setiap produk
kosmetik harus memenuhi standart dan/atau persyargang ditentukan
Kosmetik yang telah diproduksi baru boleh bereg#elah mendapatkan izin edar
setelah sebelumnya melalui proses pengujian daii seitu, keamanan dan
kemanfaatan. Karena kosmetik tersebut tidak memitikh edar maka dapaat

dikatakan kosmetik tersebut tidak boleh diperdagang
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3.3.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang

Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 TentarsgKatan (untuk
selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 1 angkaisBbutkan kosmetik
merupakan salah satu sediaan farmasi di samping bbhhan obat, dan obat
tradisional’”* Salah satu upaya pemerintah dalam rangka penmykaérajat
kesehatan yang optimal bagi masyarakat adalh melgaya kesehatan yaitu
antara lain berupa pengamanan sedian farmasi darkesehataf®. Tujuan dari
hal tersebut yaitu melindungi masyarakat dari bahgsng disebabkan oleh
penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatartigakgnemenuhi persyaratan
mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Setiap produk kosmetik harus memenuhi standartatin persyaratan
yang ditentukari® Penandaan dan informasi produk kosmetik harus menie
persyaratan objektivitas dan kelengkapan sertak tideenyesatkah’ Produk
tersebut baru bisa diedarkan apabila telah menkipatin edar®

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan metalekin penarikan
dari peredaran kosmetik yang telah memperolehedar, yang kemudian terbukti
tidak memenuhi mutu, keamanan, dan kemanfaataaj dagta dan dimusnahkan

sesuai dengan peraturan perundang-undang yandné&tla

3.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengaman
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentaaggdmanan

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Menyebutkan dgbevsyaratan mutu,

" Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, op.cit, Aasagka 9.
"®|bid., Pasal 39.

"®bid., Pasal 41 ayat (2)

"bid., Pasal 41 ayat (1)

8bid., Pasal 41 ayat (3)

% |bid., Pasal 43.
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keamanan dan kemanfaatan yang harus dipenuhi eldinas farmasi dan alat
kesehatan, dalam hal ini kosmetik harus sesuaiatebgku Kodeks Kosmetik
Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Keseh&tan.

Produksi kosmetik hanya dapat dilakukan oleh badgsaha yang telah
memiliki izin usaha industri sesuai dengan peratyarundang-undangan yang
berlaku dan dilakukan dengan cara produksi kosmytilg baik yang ditetapkan
oleh Menterf* Kosmetik yang telah diproduksi baru boleh beredatelah
mendapatkan izin edar setelah sebelumnya melabsepr pengujian dari segi
mutu, keamanan dan kemanfaataGetelah lulus pengujian kemudian diberikan
izin edar dalam bentuk persetujuan pendaftitan.

Bahan kemasan kosmetik harus menggunakan bahag Vaak
membahayakan kesehatan manusia dan/atau mempeangarrnbahnya
persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kdstheRerlu adanya
penandaan dan informasi tentang kosmetik tersggkiirang-kurangnya berisi
tentang:

a. Nama produk dan/ atau merek dagang

b. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasuékaretk ke dalam
wilayah Indonesia;

Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Tata cara pengamanan;

Tata cara penggunaan;

= ® 2 o

Tanda peringatan atau efek samping;
g. Batas waktu kadaluar§a.

8 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pengan®etdian Farmasi dan Alat kesehatan, PP
Nomor 72 Tahun 1998, LN No. 138 tahun 1998, TLN Bi681, Pasal 2 angka 2 huruf c.

8 bid., Pasal 3 jo Pasal 5.

8bid., Pasal 9 jo Pasal 10 jo Pasal 11.

8 |bid., Pasal 13
8 |pid., Pasal 24.

8 | bid.
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Kosmetik yang telah diedarkan dapat dilaksanakagyean secara berkala
maupun karena adanya data atau informasi baru pangenaan dengan efek
samping kosmetif® Pemusnahan sediaaan farmasi dan alat kesehatan
dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alah&&seyang:

a. Diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Telah kadaluarsa;

c. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekaydtesehatan atau
kepentingan ilmu pengetahuan;

d. Dicabut izin edarnya;

e. Berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaemasi dan alat
kesehatafi’

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat ganti apgbila sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang digunakan mendkéibaterganggunya
kesehatan, cacat atau kematian yang terjadinyan&asediaan farmasi dan alat

kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutméawan dan kemanfaat&h.

3.34 Keputusan kepala Badan POM Republik Indonesia No.HK. 00.05.4.
1745 tentang K osmetik
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Republikniesia No.HK.
00.05.4. 1745 tentang Kosmetik Pasal 2, kosmetikgydiproduksi dan/atau
diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai beriku
1. menggunakan bahan yang memenuhi standart dan pErsyautu serta
pesyaratan lain yang ditetapkan;
diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kidsyaeg baik;
terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari B&#temmgwas Obat dan
Makanan;
Bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan mutuaiséesngan Kodeks

Kosmetik Indonesia atau standar lain yang dikuBahan yang diizinkan

8 |bid., Pasal 43.
8 bid., Pasal 44.

% |bid., Pasal 43.
8 Keputusan Kepala Badan POM, op. cit., Pasal 4.
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digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan daryapat@an penggunaan
sesuai dengan yang ditetapkan. Zat pengawet yangka#in digunakan dalam
kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadatsirmem yang

diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yhiegapkan. Bahan tabir
surya yang diizikan digunakan dalam kosmetik dengemsyaratan kadar
maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengandjatgpkart’

Dalam pembuatan kosmetik industri kosmetik harus memuihi
persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik.stridyang memenuhi
persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baikikie&ertifikat oleh Kepala
Badan® Penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik ditaksin secara
berharap dengan memperhatikan kemampuan industmiddik®?

Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan umekdapatkan ijin edar
dari Kepala Badan POM. Adapun yang berhak untukdagarkan adalah:
a. produsen kosmetik yang mendapat izin usaha Indutri;
b. perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran
c. badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleligaaan dari negara
asal?®
Permohonan izin edar diajukan secara tertulis kepéspala Badan POM
dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengistem registrasi
elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukaeniian?® Izin edar
sebagaimana dimaksud, berlaku selama 5 (lima) t&hun

Kosmetik yang telah memporoleh izin edar dapatkdkan penilaian

kembali oleh Kepala Badaf.Penilaian kembali dilaksanakan apabila ada data

% bid., Pasal 5.
°% |bid., Pasal 8 ayat (1) dan (2).
°21bid., Pasal 9 ayat (1).

% bid., Pasal 10 ayat (1) dan (2).

*|bid., Pasal 11 ayat (1).
% bid., Pasal 12 ayat (4).

% bid., Pasal 15 ayat (1).
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atau informasi baru berkenaan dengan pengaruhdegheautu, keamanan dan

kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatamnalest’” Selain itu izin

edar kosmetik dibatalkan apabila:

1. kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan migamanan dan
kemanfaatan yang dpat merugikan masyarakaat, laekdas hasil
pengawasan dan atau hasil penilaian kembali;

2. produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak merneenslyaratari®
Selain itu diatur pula mengenai wadah kosmetik. &tladlosmetik harus

dapat melindungi isi terhadap pengaruh dari luar e@njamin mutu, keutuhan

dan keaslian isiny® Wadah tersebut harus dibuat dengan mempertimbangan
keamanan pemakai dan dibuat dari bahan yang tidekgetuarkan atau
menghasilkan bahan berbahaya atau suatu bahan gapat mengganggu
kesehatan, dan tidak mempengaruhi ntfiu.

Wadah dan pembungkus harus diberikan penandaan beusi informasi
yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkdrPenandaan kosmetik tidak boleh
berisi informasi seolah-olah sebagai obat. Permulgernyatan atau keterangan
dalam penandaan harus jelas dan mudah dibaca nmelggu huruf latin dan
angka arab. Penandaan yang ditulis dengan bahasg, dsarus disertai
keterangan mengenai kegunaan, cara penggunaan edararigan lain dalam
Bahasa Indonesid?

Pada etiket wadah dan/atau pembungkus harus dmkan
informasi/keterangan mengenai:

a. nhama produk;

b. nama dan alamat produsen atau importir/penyalur;

c. ukuran, isi atau berat bersih;

7 bid., Pasal 15 ayat (2)
% Ibid., Pasal 16.

% bid., Pasal 17 ayat (1).
19 bid., Pasal 17 ayat (2).
1% pid., Pasal 19.

1921hid., Pasal 22 ayat (1) dan (2).
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d. komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodskeetkk Indonesia tau
nomenklatur lainnya yang berlaku;
e. nomor izin edar;
f.  nomor kode produksi;
g. kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuj produig ysudah jelas
penggunaanya
h. bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yan stafiljia kurang dari 30
bulan.
I. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanaraiamatu
Dalam peredaran kosmetik dilakukan bimbingan seyengawasan.
Pemberian bimbingan terhadap penyelengaraan kegiptaduksi, import,
peredaran dan penggunaan kosmeatik dilakukan olelap Badan POM?3
Pembirian bimbingan sebagaimana dimaksud menjamitu ndan keamanan
kosmetik yang beredar, meningkatkan kemampuan ke#tan penerapan Cara
Pembuatan Kosmetik yang Baik, mengembangkan usafidashg kosmetik®*
Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala Badan ,P@Bhcakup
pelaksaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasinilagan, sertifikasi,
pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan ydi@kukan terhadap
kegiatan produksi, import, peredaran, penggunaam, gromosi kosmetik>
Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Kepadan POM Republik
Indonesia No. HK. 00. 05. 4.1745 tentang Kosmetapal diberikan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penaridan;
c. pemusnahan kosmetik penghentian sementara kegp@ataiuksi, import,
distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan pengerkbsmetik;
d. pencabutan sertifikat dan atau izin etfr;

1931bid., Pasal 32..
1% bid., Pasal 34.
19 bid., Pasal 35 ayat (1) dan (2).

1% pid., Pasal 39 ayat (1).
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Selain dikenakan sanksi administasif dapat pul@rdikan sanksi pidana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang befiaku

3.34 Tinjauan Impor Kosmetik berdasarkan Keputusan Kepala Badan
POM Republik Indonesia No.HK. 00.05.42. 2995 tentang Pengawan
Pemasukan Kosmetik
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Republi@niesia No.HK.

00.05.42. 2995 tentang Pengawan Pemasukan Kosmgikg berhak

memasukkan kosmetik impor ke dalam wilayah Indanesdalah Importir,

distributor, industri kosmetik dan/atau industninf@si yang memiliki izin impir
sesuai peraturan perundang-undangan, yang dibasakoleh produsen di negara
asal'® Kosmetik yang dapat dimasukkan ke dalam wilayatiofiesia untuk
diedarkan adalah kosmetik yang telah memiliki ieithar, terkecuali kosmetik
yang digunakan untuk pemakaian sendiri, uji lalmyram, uji minat konsumen,
penelitian atau pameran yang tidak diperjual belikd Setiap pemasukan
kosmetik wajib memenuhi ketentuan peraturan pemgaedangan dan
pemasukan kosmetik wajib mendapat persetujuan psmaglari Kepala Badan
POM.H°
Permohonan pemasukan kosmetik diajukan kepada &edpatlan POM.

Permohonan pemasukan kosmetik dikenakan biaya teer produk sesuai

ketentuan peraturan perundang-undarigarPersetujuan pemasukan tersebut

hanya berlaku untuk satu kali pemasukan (setlipmen).'*? Selain itu dalam

rangka pengawasan importir, distributor, industosiketik dan atau industri

1971bid., Pasal 39 ayat (2).

198 peraturan Kepala Badan Pengawas dan Makanan Repdnesia Nomor HK. 00. 05. 42.
2995 Tentang Pengawan Pemasukan Kosmetik, tan@ghlri 2008. Pasal 1 angka(T)

199pid., Pasal 2 ayat (2) dan (3).
1101bid., Pasal 3 ayat (1) dan (2).

11 pid., Pasal 4.

112 pid., Pasal 5
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farmasi yang memasukkan kosmetik wajib melakukamdpkumentasian
distribusi kosmetik!?
Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanndd@raturan Kepala
Badan POM ini dapat diberikan sanksi administiaifupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian semntara kegiatan;
c. pembatalan izin edar?
Selain dikenakan sanksi administratif dapat pulkemikan sanksi pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbyaiagu’

3.4 Tinjauan umum mengenai Organisasi Badan POM
3.4.1 Latar belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubgdiag cepat dan
signifikan pada industri farmasi, obat asli Indaagsnakanan, kosmetika dan
alat-alat kesehata® Dengan meidnggunakan teknologi modern, industhistri
tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yangaabesar mencakup
berbagai produk dengarange yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan
teknologi transportasi daentry barrier yang makin tipis dalam perdangangan
internasional, maka produk-produk tersebut dalanktwvgang sangat singkat
dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringaibusi yang sangat luas
dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk cendenmmeningkat,
seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakaaseikmpola konsumsinya.
Sementara itu pengetahuan masyarakat belum memaidk dapat memilih dan
menggunakan produk secara tepat, benar dan amatairDpihak, iklan dan

promosi secara gencar mendorong konsumen untuk koesgmsi secara

3 pid., Pasal 7.
14 bid., Pasal 8 ayat (2).
15 bid., Pasal 8 ayat (1).

116 Badan Pengawas Obat dan Makanan, Profile Badan RD(Makarta: Badan Pengawas Obat
dan Makanan, 2006), hal. 1.
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berlebihan dan sering kali tidak rasional. Perubateknologi produksi, sistem
perdagangan internasional dengan hidup konsumesebier pada realitasnya
meningkatkan gaya hidup konsumen tersebut padigarea meningkatkan resiko
dengan implikasi yang luas pada kesehatan danaweatdn konsumen. Apabila
terjadi produk sub standar, rusak atau terkontasnioleh bahan berbahaya maka
risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas $erlangsung secara sangat
cepat.

Untuk itu indonesia harus memiliki sistem pengawaSaat dan Makanan
(SISPOM) yang efektif ddan efisien yang mampu meid® mencegah
danmengawasi produk-produk termasuk untuk melindudgeamanan,
keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik dnhdakupun di luar negeri.
Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memilikringan nasional dan
Internasional serta kewenangan penegakkan hukun noamiliki kredibilitas

profesional yang tinggi.

Visi dan Misi Badan POM

Visi Badan POM adalah menjadi institusi terpacagagy diakui secara
internasional di bidang pengawasan obat dan makams@ok melindungi
masyarakat!’ Sedangkan Misi Badan POM adalah:

a. Melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peesd@roduk tradisional,
prodok komplemen dan kosmetik yang tidak memenunsyaratan mutu,
keamanan, dan khasiat atau kemanfaatan serta ppaaiglan yang tidak aman
dan tidak layak dikonsumsi;

b. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaaanpgnggunaan yang
salah produk obat, narkotik, psikotropik dan zaiki#dserta resiko akibat
penggunaan produk dan bahan berbahaya;

c. Mengembangkan Obat Asli Indonesia dengan mutu,ikhasan keamanan
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahddgat digunakan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat;

d. Memperluas akses obat bagi masyarakat luas dengé&n yang tinggi dan
dengan harga yang terjangkafi.

117 Badan POM RI PROFILEVisi dan Misi Badan POM RHal. 2.
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Komoditas produk yang diawasi Badan POM memilikirakseristik
diantaranya sebagai berikut:
a. High Risk;
b. Hajat hidup orang banyak;
c. Produkrangesangat luas;
d. Volume sangat besar beredar dilintas propinsi oad negara;
e

. Economic sizeninimal Rp. 200 Triliun

Fungs Badan POM
Adapun fungsi Badan POM adalah sebagai berikut:
a. Pengaturan, regulasi dan standarisasi;
b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmaserdasarkan cara-cara
produksi yang baik;
c. Evaluasi produk sebelum diizinka beredar;
d. Post Marketingtermasuk sampling dan pengujian laboratorium, pexsean
sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan gaken hukum;
e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk;
f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasadabanakanan;

g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasekimgatan publik®

Sistem Pengawasan Obat dan M akanan

Badan Pom mejalankan sistem pengawasan yang koemsihsemenjak
awal proses suatu produk hingga produk tersebwdberdi tengah masyarakat,
melalui SisPOM secara tiga lapis, yaitu:

1. Sub-sistem Pengawasan Produsen yaitu sistem Pesmawaternal oleh
produsen melalui pelaksanaan cara-cara produkgi lyalk agar setiap bentuk
penyimpangan dari standart mutu dapat diteksi segalal. Produsen
bertanggung jawab secara hukum atas mutu dan keapesduk yang
dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan danapggaran terhadap
standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenasanksi, baik

administratif maupun pro-justisia.

118 | pid.
119 pid., Hal. 5.

Perlindungan konsumen ..., Anastasia Marisa R Hutabarat, FH Ul, 2011  Universitas Indonesia



2.

58

Sub-sistem Pengawasan Konsumen adalah sistem pesgwkeh masyarakat
konsumen sendiri melalui penigkatan kesadaran damgkatan pengetahuan
mengenai kualitas produk yang digunakannya dan-a@e penggunaan
produk yang rasional. Dengan adanya sub-sistem apeagan konsumen
maka konsumen dapat membentengi dirinya sendihatlp penggunaan
produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan dfak tdibutuhkan, juga
mendorong produsen untuk hati-hati dalam menjagditksnya. Hal ini erat
kaitannya dengan hak dan kewajiban konsumen yatgrdialam UUPK.

Sub-sistem pengawasan pemerintah? Badan POM yatemspengawasan
oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarigesiilaian keamanan,
khasiat, dan mutu produk sebelum diijinkan beretlaindonesia, inspeksi,
pengambilan sample dan pengujian laboratorium grodng beredar serta
peringatan kepada publik yang didukung penegakkémnr. Pemerintah juga

melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dalk&sllbagi masyarakat.

Prinsip Dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM memiliki beberapa Prinsip Dasar SISPChituy

a.

O

=~ ® 2 o

tindakan pegamanan cepat, tepat, akurant, danspwo#d;

. tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat redétoberbasis bukti-bukti

ilmiah;
lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakiypusesiklus proses;
berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringama internasional,
otoritas yang menunjang penegakkan supremasi hukum,;
memiliki jaringan laboratorium nasional yang koliesin kuat berkolaborasi
dengan jaringan global;

memiliki jaringan sistem informasi keamanan dengatu produk.

Fungs Pengawasan Badan POM Terhadap Produksi dan Peredaran
K osmetik
Meningkatnya kegiatan produksi, distribusi dan pemgpan kosmetik,

mempunyai implikasi yang luas terutama dalam pedgén dan

pengawasannya. Upaya pengendalian dan pengawasamnetdo mempunyai
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dimensi permasalahan yang luas dan cenderung semakinpleks serta
merupakan tanggung jawab bersama antara pemedatamasyarakat. Untuk itu
maka dalam pengawasan kosmetik, peran serta mkayasmasuk produsen
mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan selitgeri peluang yang makin
luas. Demikian pula pengendalian dan pengawasag gidakukan pemerintah,
Departemen Kesehatan, Badan POM perlu ditingkadkéara lain mencakup:

1. Pendaftaran, Penilaian, dan Pengujian terhadapuRr&@dsmetik sebelum
beredar di masyarakat
Proses registrasi kosmetik telah makin disempanakiengan sistem
registrasi elektronik. Registrasi mempunyai artintpey dalam pengawasan
kosmetik. Melalui evaluasi dan pengujian dalamesistregistrasi maka secara
awal akan dapat diketahui mutu dan keamanan kdsnsetvelum beredar di
masyarakat?® Kosmetik yang ternyata mengandung bahan-bahaaraed tidak

akan diberi nomor registrasi dan dilarang beredardbnesia-*

2. Pembinaan dan Pemeriksaan terhadap Sarana Pro@nkBistribusi

Dalam rangka menigkatkan penerapan cara-cara kgbgang baik maka
Badan POM melakukan upaya pembinaan terutama tgphadlustri-industri
yang sedang dalam tahap berkemb&fdisamping itu, pemeriksaan terhadap
sarana produksi dan distribusi akan ditingkatkamuste terutama untuk
mencegahnya beredar produk-produk yang tidak memesyarat, substandart
maupun kasus-kasus pemalsuan. Oleh karena itundedgiatan pemeriksaan
terhadap sarana produksi dan distribusi tersebakukan pula pengambilan

contoh untuk dilakukan pengujian mutu di laboratori

120 Direktorat Pengawasan kosmetik dan Alat kesehatanJEN. POM, op. cit., hal 1-6.
121 |pid.

122 | pid.
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3. Menetapkan Spesifikasi dan Pembakuan Mutu
Departemen Kesehatan telah menerbitkan buku KoHeksnetik Indonesia
yang berisi uraian dan persyaratan bahan kosnietileks Kosmetik Indonesia
itu mempunyai arti penting dalam rangka pembakuatundan dikerenakan itu
merupakan salah satu pedoman yang harus digunakam ¢gpemilihan bahan
maupun produksi kosmetik di Indonefi.Disamping itu, dalam Keputusan
Kepala Badan POM tentang kosmetik telah dilampirgadoman tentang bahan
kosmetik dan zat warna kosmetik yang mencakup afeanr:
a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengembatasan dan
persyaratan penggunaan;
b. Zat warna yang diizinkan dan digunakan dalam kokmet
c. Zat pengawet yang dizinkan dan digunakan dalam &bkmdengan
persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yangbdipkekan dalam
produk akhir;
d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalamsmetik dengan
persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya;
e. Bahan, zat warna, zat pengawet, dan bahan tabyaswang dilarang

digunakan dalam kosmetik?

4. Monitoring Efek Samping dan Survelian

Terhadap produk-produk kosmetik yang telah teadafdan beredar
dimasyarakat, dilakukan pula pemantauan terutamegemai efek samping yang
mungkin akan timbul dalam penggunaannya oleh makgarMeskipun kosmetik
digunakan secara topical, tetapi karena jangkawp&hggunaannya relatif lama
dengan frekuensi yang cukup tinggi maka apabilaktidigunakan secara tepat
dapat menimbulkan reaksi-reaksi tertentu sepemirgal Dalam melakukan
pemantauan terhadap efek samping ini, maka dilakidkgasama dengan rumah
sakit- rumah sakit dengan melibatkan dokter-dolktleli penyakit kulit. Hasil

123 bid.
124 Keputusan Kepala Badan PQWp. cit, Pasal 5.
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pemantauan ini sangat penting terutama untuk reasaterhadap produk-produk
yang ada dalam peredarn.

5. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Kepada Masytarak

Penyuluhan dan penyebaran informasi, dipandandingemintuk terus
ditingkatkan agar masyarakat dapat menggunakan édsreecara tepat, benar
dan aman. Demikian pula terhadap tenaga-tenagadatdp produksidan distribusi
kosmetik perlu terus ditingkatkan pengetahuan daterkmpilannya dengan
memberikan informasi-informasi mutakhir tentanghaegjai aspek yang berkaitan
dengan kemajuan dan perkembangan kosmetik.

12 Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Alat Kesehdtdn JEN. POM op. cit.,hal 1-8.

126 | pid.
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BAB 4
ANALISISHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
ATASPRODUK KOSMETIK IMPOR TANPA IZIN EDAR DARI BADAN
POM

4.1  Analisis peredaran kosmetik impor

Peredaran kosmetik impor ilegal di Indonesia semakiarak setelah
adanya internet. Para pelaku usaha dapat melaku&asaksi elektronik tanpa
perlu adanya izin usaha. Penjualan barang pun tmalu bertatap langsung
degan pembeli, tetapi cukup memasarkan produknyearae online dan
mengirimkan pesanan konsumen. Kosmetik impor yaraguk ke Indonesia
dikirim langsung dari produsen negara asal pro@ukebut dibuat. Pelaku usaha
melakukan pemesanan lewat distributor dari negaraebut lalu dikirim ke
Indonesia.

Pengiriman itu tidaklah melalui jalur legal. Pemdn barang-barang
tersebut ditujukan bukanlah untuk dijual kembalglamkan pemakaian secara
pribadi. Oleh karena itulah biasanya barang tetsdapat melewati kepabeanan
dan dianggap tidak memerlukan izin edar dari Bdeaivl.

Namun hal itu seharusnya lebih diperhatikan laghgletugas di bandara,
karena petugas dapat melihat ataupun memperkiiakdari suatu paket. Karena
adanya peraturan yang menyatakan jumlah yang danggormal untuk
pemakaian pribadi suatu kosmetik:

1. Perorangan / pemakaian sendiri
a. Produk OT dan Suplemen makanan

1) Produk yang digunakan untuk penyakit akut atatwkimeningkatkan

daya tahan tubuh dibatasi hanya untuk pemakaiara® b

2) Produk yang digunakan untuk penyakit degener&tibnis dibatasi

hanya untuk pemakaian 6 bulan.

b. Kosmetik
1) serbuk / serbuk kompak
a) ukuran < 20 gram , jumlah 5 — 10 buah
b) ukuran 20 — 100 gram , jumlah 4— 7 buah
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c) ukuran 100 — 500 gram, jumlah 3 — 5 buah
d) ukuran > 500 gram , jumlah 2 -3 buah
2) Cair / cairan kental
a) ukuran < 20 ml /gram , jumlah 5 — 10 buah
b) ukuran 20 — 100 ml / gram, jumlah 4 — 7 buah
¢) ukuran 100 — 500 ml/ gram , jumlah 3 -5 buah
d) ukuran > 500 ml/ gram , jumlah 2 -3 buah
3) Krim, gel/ pasta
a) ukuran < 10 ml /gram jumlah 5 — 10 buah
b) ukuran 10 — 50 ml / gram jumlah 6— 8 buah
c¢) ukuran 50 — 100 ml/ gram jumlah 4 — 6 buah
d) ukuran 100 — 200 ml/ gram jumlah 3 — 5 buah
e) ukuran > 200 ml/ gram jumlah 2 — 3 buah
4) Lipstik = 3 buah
5) Sabun padat = 10 buah
Sehingga dapat disimpulkan apabila jumlah yang ladil@n pada
pernyataan pengiriminan terlihat tidak sesuai dendazesarnya kemasan
pembungkus ataupun isi dari paket pengiriman sehgeu pihak bea cukai
memeriksa dan melaporkan kepada Badan POM, ataupemahan barang
tersebut sampai penerima mengurus segala kepedgan barang tersebut

mendapatkan izin edar di wilayah Indonesia.

4.2 Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Pelaku Usaha yang
Mengedarkan Kosmetik Tanpalzin Edar Badan POM
Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban @pgase dapat
dimintakan kepada pelaku usaha kosmetik import, anakan dibahas terlebih
dahulu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang Kdaknleh produsen kosmetik
tersebut. Pelaku usaha telah melanggar beberaptugzar perundang-undangan.
Oleh karena itu, berikut akan diuraikan berdasag@aturan perundangan yang

dilanggar:
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4.2.1 Berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
Pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentudalash UUPK, antara
lain:
1. Pasal 4 huruf c
Huruf c:
Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur reaagkondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini dengamberikan jaminan
bahwa produk tersebut aman untuk digunakan. Tadpaizan dari Badan
POM tidak ada jaminan bahwa produk yang mereka addlah aman,
walaupun produk tersebut dapat beredar di negarg iyeemproduksi.

2. Pasal 7 huruf adand
Huruf &
Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukegidtan usahanya.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini, ketradigkad baik itu telah
ditunjukkan sejak dari tahap pra-transaksi. Pelsdaha tidak menjual produk
yang sesuai dengan standart mutu yang ditetapkantedah mengedarkan
barang yang tidak memiliki izin untuk beredar dildnesia. Padahal dengan
prakiek niaga dan strategi pemasaran yang dilakwyarielah menimbulkan
kerugian bagi konsumen tersebut.
Huruf d:
Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/jasg glgproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar nmarand dan/atau jasa
yang berlaku.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini kares@duk yang dijual tidak
memiliki izin edar dari Badan POM, sehingga prodtdrsebut telah
memenuhi standart mutu yang telah diatur di Ind@and2elaku usaha hanya
menjamin mutu dari barang dijual tersegel dan sedelagan standar mutu

dari negara yang memproduksi.
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3. Pasal 8 ayat (1) huruf a,gdan j
Huruf a:
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengemdgkan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sefergan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundadgaagan.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini kaelah tmemperjualbelikan
barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dergjandar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundaggagan dengan tidak
adanya izin edar dari Badan POM.
Huruf g:
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengendgkan barang
dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadesa atau jangka
waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baikbatasg tertentu.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini karewa emasan produk-
produk yang dijual hanya terdapat cara penggunaam lodahan baku.
Ketidakadaan dari tanggal produksi, tanggal kadstualan jangka waktu
pemakaian membuat konsumen tidak mengetahui appkaouk tersebut
masih aman ataukah sudah tidak layak digunakarnakTatlanya tanggal-
tanggal tersebut membuat pelaku usaha tidak bisgamen bahwa produknya
terjamin aman.
Huruf |:
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengeardkan barang
dan/atau jasa dengan tidak mencantumkan informasiathu petunjuk
penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesugiandeketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini karaga emasan produk-
produk yang dijual beberapa produk menggunakan €alaggris. Namun
beberapa dalam Bahasa asli negara yang memprogangiterkadang dalam
huruf kanji. Untuk beberapa produk yang sudah jdigiskan tidak memiliki
petunjuk penggunaan, namun untuk produk yang tidiadam tentu akan
menyulitkan. Oleh karena itu pelaku usaha telatanggar ketentuan ini.
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4.2.2 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM
4.2.2.1 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik
Indonesia No. HK. 00.05. 4. 1745 tentang K osmetik

1. Pasal 2 huruf c.
Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan haresnemuhi persyaratan
terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badamgd®eas Obat dan
Makanan.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini karemduk kosmetik import
yang diperdagangkan tidak memenuhi persyaratan ydiagur dalam
Peraturan Badan POM, karena tidak ada nomor registiari Badan POM
maupun Departemen Kesehatan yang berarti prodskhltet tidak memiliki
izin edar di Indonesia dan pemasukan kosmetik bhetsedak mendapatkan

izin pemasukkan dari Badan POM.

2. Pasal 10 ayat (1)
Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untekdapatkan izin edar
dari Kepala Badan.
Kosmetik yang diedarkan oleh pelaku usaha tidak iftenzin edar sehingga
seharusnya apabila pelaku usaha memiliki itikack h@elaku usaha tidak

mengedarkan barang tersebut karena keamanannya tegjamin.

3. Pasal 22,
Ayat (1) Penulisan pernyataan atau keterangan dalam perahdaus jelas
dan mudah dibaca menggunakan huruf latin dan aaugha
Ayat (2) Penandaan yang ditulis dengan bahasa asing, Idisgstai
keterangan mengenai kegunaan, cara penggunaanetiEargan lain dalam
Bahasa Indonesia.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini karealamd produk yang
diperjualbelikan penandaan ditulis dalam hurufnlathamun tidak dalam
Bahasa Indonesia. Bahkan dalam beberapa produisdimlam huruf kaniji,
hanya pada bagian negara pembuat dalam huruf ldé&hini mempersulit

konsumen dalam penggunaan beberapa jenis kosméidak adanya
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keterangan dalam Bahasa Indonesia membuat pelaia uslah melanggar

aturan dalam Pasal ini.

4. Pasal 23
(1) Pada etiket wadah dan atau pembungkus harasitdiokan informasi/
keterangan
mengenai :
a. nama produk;
b. nama dan alamat produsen atau importir / penyalu
C. ukuran, isi atau berat bersih;
d. komposisi dengan nama bahan sesuai dengan k&dsksetik indonesia
atau
nomenklatur lainnya yang berlaku;
€. nomor izin edar;
f. nomor batch /kode produksi;
g. kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk lpsa@ihg sudah jelas
penggunaannya;
h. bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yarglistgnya kurang dari 30
bulan;
I. penandaan lain yang berkaitan dengan keamarmaatda mutu.
Pada sebagian produk terdapat cara pengunaan, npetaku usaha telah
melanggar ketentuan ini karena semua produk tidakcamtumkan nama dan
alamat importir, nomor izin edar, bulan dan tahaddtuwarsa. Hal ini sangat
jelas karena produk tersebut beredar di Indonédak secara peraturan yang
berlaku, sehingga tidak ada nama dan alamat dagimp@ort yang telah

memiliki izin impor. Begitupula dengan ketiadaammay izin edar.

5. Pasal 25 ayat (1)
Nama produsen atau importir/penyalur harus dicaktumsecara lengkap
Pada produk kosmetik yang diedarkan, tidak ada ndara alamat dari
importir di Indonesia. Yang tercantum hanyalah ngrmadusen dari negara

yang memproduksi. Sehingga penyalur yang menyatug@duk tersebut
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bukanlah importir yang resmi yang telah memiliknizesmi yang diberikan
oleh produsen produk di negara asal pembuat kdsmeti

4.2.2.2 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik
Indonesia No. HK. 00.05. 4. 2995 tentang Pengawasan Pemasukan
K osmetik;
1. Pasal 2
Ayat (1) Yang berhak memasukkan kosmetik impor ke dalamayah
Indonesia adalah importir, distributor, industriskeetik dan atau industri
farmasi yang memiliki izin impor sesuai peraturamymdang-undangan, yang
diberi kuasa oleh produsen di negara asal.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini kareslaky usaha tidak
memiliki izin impor, oleh karena itu tidak tercanttnama dari pengimpor.
Ayat (2) Kosmetik yang dapat dimasukkan ke dalam wilayalomesia untuk
diedarkan adalah kosmetik yang telah memiliki egar.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini kareoduk kosmetik yang
diperdagangkantidak memenuhi persyaratan yang rdid&lam Peraturan
Badan POM, karena tidak ada nomor registrasi dadaB POM maupun
Departemen Kesehatan yang berarti produk tersetak memiliki izin edar
di Indonesia dan pemasukan kosmetik tersebut ticendapatkan izin

pemasukkan dari Badan POM.

4.2.2.3 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik

Indonesia No. HK.03.1.23.12.10.12459 tentang per syar atan teknis kosmetika.

1. Pasal 5
Ayat (1) Penandaan harus berisi keterangan mengenai k&smsticara
lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.
Pelaku usaha telah melanggar ketentuan karenauselga menyertakan
keterangan berbentuk tulisan, gambar, warna atatukdainnya. Dapat pula
informasi tentang kemanfaatan, hal yang harus lkigtd&an berupa cara
penggunaan, peringatan dan efek yang tidak diirginkkosmetika atau

dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakganbdari kemasan
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primer dan/atau kemasan sekunder. Sehingga tidakatbsan dari pelaku
usaha tidak dapat memberikan segala keterangan gaeglukan karena

keterbatasan tempat pada kemasan primer.

4.3  Pelaku Usaha yang Dapat Dimintai Pertanggung jawaban

Apabila produk yang dijual telah menimbulkan keamg terhadap
konsumen maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) disebbfihwa Importir barang
bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang daiirapabila importasi
barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau gdelan produsen luar negeri.
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK disebutkan baleleku usaha bertanggung
jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pen@malan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yapgrddgangkan.
Selanjutnya berdasarkan pasal 3 UUPK disebutkawdgielaku adalah setiap
orang perorangan, baik berupa badan hukum atawnbdukaim, berkududukan di
Indonesia atau melakukan kegiatan di wilayah Ind@néaik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelanggarakagiate®@ usaha dalam
berbagai kegiatan ekonomi.

Kosmetik yang marak beredar di Indonesia tidakatoelimportir resmi
contohnya adalah kosmetik merek Etude dan The Ehmg. Kosmetik asal
negara Korea ini beredar sudah beredar secara segahkibeberapa tahun. Seiring
dengan mulai dikenalnya produk maka mulai banyaknp#aan atas barang-
barang tersebut. Banyaknya konsumen inilah yanganiepelaku usaha-pelaku
usaha baru perseorangan yang menjual produk teérdedaku usaha ini menjual
barang-barang tersebut dengan memesan langsungkdea dan dikirim
langsung ke Indonesia kepada pelaku usaha tersélall. mereka akan
mendistribusikan kepada konsumen yang sebelumngh t®emesan kepada
mereka.

Apabila ternyata produk tersebut menimbulkan kg kepada
konsumen, maka kepada siapakah konsumen memintanggung jawaban?
Apakah kepada importir resmi di Indonesia ataukapakla pelaku usaha
perorangan yang tidak resmi tempat konsumen mempeduk tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) diatas,a npataku usaha yang
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merupakan orang perorangan harus bertanggung jatealsegala kerugian yang
ditimbulkan walaupun hanya sebagai importir bukabagai produsen barang
tersebut. Pelaku usaha tersebut bertanggung jaelabagnya sebagai pembuat
barang yang diimpor tersebut, karena yang melakukgror barang tersebut
bukanlah agen ataupun perwakilan (importir) resmii ¢produsen di Korea.
Apabila produk tersebut masuk melalui importir resmaka konsumen dapat
meminta pertanggung jawaban kepada importir resmi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usahagregan yang menjual
kosmetik impor tanpa memiliki izin dari Badan PONituk mengedarkan di

dalam Indonesia dapat dimintai dan harus bertarggwab.

44  Tanggung Jawab Pelaku Usaha
44.1 Tanggung Jawab Perdata

Pelaku usaha telah melakukan beberapa pelanggaran dirumuskan
dalam UUPK dikarenakan kegiatan pemasaran yaat tilakukan yang dapat
digolongkan sebagai praktek niaga negative. Olebriaitu, terhadap kerugian
yang telah diderita oleh konsumen, pelaku usahaamggung jawab untuk
memberikan penggantian kerugian sebagaimana yatgr dlalam Pasal 19 ayat
(1) UUPK.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa gaetiudian yang
diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa: berupeyepebalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejeniseiana nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesggrdketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini juga dikaitkan kepkdnsumen yang menderita
kerugian harus memperjuangkan hak-haknya untuk apeikan advokasi,
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa ¢nlgan konsumen secara
patut (Pasal 4 huruf e) dan untuk mendapatkan kosasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yangintitetidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasafuf h).

Menurut Pasal 19 ayat (3) UUPK, pemberian gamgi tersebut harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah @algtransaksi. Apabila pelaku

usaha sampai dengan jangka waktu tersebut di atkdk memberikan ganti
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kerugian yang diminta oleh konsumen, sebagaimamg yArumuskan dalam
Pasal 23 UUPK maka konsumen bersangkutan dapatajoéag gugatan kepada
BPSK ataupun kepada Badan Peradilan Umum di tekgzhidukan konsumen.
Konsumen telah melakukan tindakan yang sesuai depgsal tersebut, dengan
mengajukan pengaduan secara tertulis untuk pemyafesengketa ke BPSK
karena sebelumnya upaya konsumen untuk melakukanbiparaan guna
mendapatkan solusi dari kerugian yang dideritanyaktditanggapi oleh pelaku
usaha.

Namun konsumen dan pelaku usaha dapat melakukayamasah untuk
mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan oratigakatau lembaga
penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dakamgadilan. Hal tersebut juga
sebagai layanan tahap purna jual yang dapat ditakoleh pelaku usaha sebagai
wujud dari itikad baik dalam melakukan hubunganndeksi dengan pihak

konsumen.

4.4.2 Tanggung Jawab Pidana
Pelaku usaha juga dapat dibebankan tanggung jateabsanksi pidana
berkenaan dengan pelanggaran dalam melakukan lpraikiga, khususnya terkait
dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Pasaydi)4) UUPK mengatur
bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk pembeaat gerugian tersebut
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana berdasagembuktian terhadap
unsur kesalahan. Pasal 45 ayat (3) UUPK juga meskamubahwa penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan tidak menghilangkaggang jawab pidana, maka
walaupun telah tercapai kesepakatan antara kedah p#ak yang bersengketa
yang dikuatkan dengan surat perjanjian perdamagapi tidak menghilangkan
tanggung jawab pidana dari pihak pelaku usaha.
Apabila dikaitkan dengan Pasal 62 UUPK mengenagrikaan pidana,
maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan saitksigpsebagai berikut:
1) Sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1)
Terkait dengan Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huru§, adan j;, maka
berdasarkan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK dapahalles pidana penjara
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paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palimgnyak Rp.
2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Sehingga apabila pelaku usaha terbukti telah mktakypelanggaran berupa
memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atak sdsuai standart,
tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan tidagncamtumkan
informasi/atau petunjuk dalam bahasa Indonesiaanpakaku usaha tersebut

haruslah bertanggung jawab secara pidana.

Selain sanksi pidana di atas, pelaku usaha jugatdhkenakan hukuman

tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UURkpdoe

a.

b
c.
d

Perampasan barang tertentu;

. Pengumuman keputusan hakim;

Pembayaran ganti rugi;

. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang meikamatimbulnya kerugian

konsumen;
Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau

Pencabutan izin usaha.
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BAB 5
PENUTUP

51 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumpgei seng telah
diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagakiser
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur merigesmaetik, yaitu:
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keselyaian mengatur
kosmetik sebagai salah satu sediaan farmasi;
b. Peraturan Menteri Kesehatn No. 220/menkes/Per/X61%entang
Produksi dan Peredaran Kosmetik;
c. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia N&. 80.05. 4.
1745 tentang Kosmetik;
d. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia N&. 80.05. 4.
2995 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik;
e. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia  No.
HK.03.1.23.12.10.12459 tentang persyaratan tekusgletika.
2. Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Pelaku UsabagyMengedarkan
Kosmetik Tanpa lIzin Edar Badan POM
a. Berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang Peligan konsumen:
a) Pasal 4 huruf c
b) Pasal 7 huruf a dan d
c) Pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan |
b. Keputusan Kepala Badan POM No. tentangni&oik:
a) Pasal 2 huruf c.
b) Pasal 10 ayat (1).
c) Pasal 22
d) Pasal 23
e) Pasal 25 ayat (1)
c. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pengawasamadekan
Kosmetik:

a) Pasal 2
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d. Keputusan Kepala Badan POM tentang persyarakastkosmetika.
a) Pasal 5

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) diataka pelaku usaha yang
merupakan orang perorangan harus bertanggung jatabsegala kerugian
yang ditimbulkan walaupun hanya sebagai importkanusebagai produsen
barang tersebut. Pelaku usaha tersebut bertangawal selayaknya sebagai
pembuat barang yang diimpor tersebut, karena yagigkmkan impor barang
tersebut bukanlah agen ataupun perwakilan (impadsmi dari produsen di
Korea. Apabila produk tersebut masuk melalui imporesmi, maka
konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepgutatir resmi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha geyan yang menjual
kosmetik impor tanpa memiliki izin dari Badan POMtuk mengedarkan di
dalam Indonesia dapat dimintai dan harus bertanggamvab. Hal ini
dikarenakan barang yang dia jual kepada konsumkhn teenimbulkan
kerugian. Pelaku usaha juga telah melakukan peabuygtng melawan hukum
yaitu memasukkan suatu produk impor tidak melalstrighutor resmi yang
telah ditunjuk dan memiliki ijin. Sehingga dapasidipulkan bahwa pelaku
usaha yang menjual kosmetik impor tanpa memilikan idari Badan POM
untuk mengedarkan di dalam Indonesia dapat dimipitanggangung

jawaban.

52 Saran

1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya gaiam melakukan
kegiatan pemasaran dan penjualan produk harus meatigan hak-hak
konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku udalsisnya yang telah
dirumuskan dalam UUPK. Selain itu juga pelaku ushheus memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitangdenproduk atau barang
yang dijual. Dengan demikian, akan tercipta hubungatara konsumen
dengan pelaku usaha yang berkelanjutan dan tidakutoye kemungkinan

memperoleh konsumen yang loyal.
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2. Konsumen harus lebih berhati-hati apabila ingin akekan pembelian
terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Konsyangan mudah tergoda
oleh harga yang murah daripada harga di pasaramsufoen sebaiknya lebih
kritis dan bijak dalam membeli suatu barang ataa @engan memperhatikan
apakah barang tersebut legal atau ilegal. Baragey] telah memiliki ijin dan
aman untuk digunakan, berbeda dengan yang ilegah&aidak ada jaminan
akan keamanannya.

3. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk imploak Badan POM
sebaiknya lebih bekerja sama dengan pihak kepabegkasena suatu produk
impor yang akan masuk ke wilayah Indonesia terlelaihulu harus melewati
pihak Kepabeanan. Dengan adanya kerja sama penkh segala jenis
pengiriman mencurigakan yang tidak sesuai denga&mipde yang tertulis
pada nota pengiriman dapat diperiksa sehingga bdakdar di masyarakat.

4. Pelaku usaha importir, distributor maupun produgesduk kosmetik harus
memperhatikan peraturan perundang-undangan terdgmglar baku bahan
kosmetik, pemasukan bahan baku kosmetik dan parapgraturan lain
mengenai kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POl ini dapat
mencegah pelaku usaha dan konsumen menderita &eradibat adanya
bahan yang tekandung didalam produk yang ternykisadg.

5. Penyuluhan mengenai adanya UUPK juga harukuikiéan, karena hingga saat
ini masih banyak anggota masyarakat tidak mengettan adanya UUPK.
Sehingga masyarakat dapat mengetahui apabila hakiexreka sebagai

konsumen telah dilanggar.
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